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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Hukum dibuat, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dengan 
tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat baik masyarakat modern 
maupun masyarakat tradisional,agar tercipta ketertiban,ketenangan, 
kedamaian, dan kesejahteraan. Hukum merupakan aturan yang mengatur 
tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum, 
tidak dapat di bayangkan kondisi Negara ini. 
Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang 
berlaku pada suatu masyarakat dalam suatu system negara yang 
mengadakan dasar - dasar atau aturan - aturan untuk menentukan 
tindakan - tindakan yang tidak dapat dilakukan dan dengan disertai 
ancaman hukuman bagi yang melanggar aturan tersebut.Aturan-aturan 
tersebut mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap 
kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancamdengan 
hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang 
bersangkutan. 
 Kejahatan yang ada di masyarakat terdiri atas berbagai bentuk dan 
jenis, hal ini secara tegas diatur dalam Buku Kedua Kitab Undang - 
Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kejahatan. Salah satu contoh 
bentuk kejahatan adalah delik pembunuhan, yang salah satunya diatur 
dalam Pasal 338 KUHP yang menyatakan “Barangsiapa dengan 
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sengajamenghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan 
dengan pidana penjara paling lama 15 tahun ”Menurut Adami 
Chazawi(2010:58) rumusan Pasal 338 KUHP dengan menyebutkan unsur 
tingkah laku sebagai “menghilangkan nyawa”orang lain, menunjukkan 
bahwa kejahatan pembunuhan adalah suatu tindak pidana yang melarang 
menimbulkan akibat tertentu (akibat yang dilarang atau akibat konstitutuf). 
Untuk dapat terjadi atau timbulnya tindak pidana materil secara sempurna, 
tidak semata - mata digantungkan pada selesainya perbuatan, melainkan 
dari timbulnya akibat terlarang dari wujud perbuatan itu. Selanjutnya 
apabila membaca rumusan tiap pasal pada ketentuan hukum pidana 
misalnya Pasal 338 KUHP, maka orang akan berkesimpulan bahwa dalam 
tiap tindak pidana hanya seorang pelaku yang akan dikenai hukuman 
pidana atas pelanggaran tindaka pidana yang telah dibuatnya. Namun 
dalam prakteknya sering terjadi suatu perbuatan tindak pidana yang 
dilakukan lebih dari seorang dimana selain pelaku itu sendiri terdapat pula 
seorang atau beberapa orang yang turut serta dalam pertistiwa pidana 
tersebut. Pasal 55 KUHP dan 56 KUHP merupakanaturan yang mengatur 
tentang turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seorang lain 
melakukan suatu tindak pidana. Sehingga seseorang yang turut serta 
pada waktu melakukan tindak pidana dapat pulah dipidana, tidak semata - 
mata seseorang yang melakukan tindak tindak pidana sajalah yang 
dipidana.Dari kedua Pasal (Pasal 55 KUHP dan Pasal 56KUHP) tersebut, 
dapatlah diketahui bahwa menurut KUHP pembagian golongan peserta 
terhadap tindak pidana penyertaan yaitu, mereka yang melakukan 
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(Pembuat Pelaksana Pleger), mereka yang menyuruh melakukan 
(Pembuat Penyuruh: Doen Pleger), mereka yang turut serta melakukan 
(PembuatPeserta: Medepleger), orang yang sengaja menganjurkan 
(Pembuat Penganjur:Uitlokker), dan Pembantuan (Medeplichtige) Dalam 
praktek penerapan hukum pidana, masalah penyertaan masih kurang 
dipahami oleh para praktisi hukum. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya 
putusan hakim yang tidak sesuai dengan asas-asas hukum pidana. 
Terkadang hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana yang 
dilakukan lebih dari satu orang misalnya 4 penyertaan dalam tindak 
pidana pembunuhan masih tidak sesuai dengan peraturan hukum pidana 
yang berlaku.  
 Banyaknya pendapat berbeda dikalangan para pakar hukum 
pidana sendiri mengenai penyertaanmengambarkan bahwa penyertaan 
menjadi hal yang rumit dan butuh pemahaman yang mendalam mengenai 
kedua hal tersebut. Kasus putusan nomor : 1584 / Pid.B / 2014 /PN.MKS 
merupakan kasus penyertaan tindak pidana pembunuhan yang di 
rencanakan dan di lakukan bersama – sama yang mengakibatkan maut 
dan atau turut serta dan atau membantu melakukan tindak pidana yang 
mengakibatkan 1 orang korban meninggal dunia yang di lakukan oleh 
tersangka RISAL Bin Dg SAHABU alias ICCA. Untuk itulah sehingga 
penulis berkeinginan membahas dan meneliti kasus putusan nomor : 
(1584 /Pid.B / 2014 / PN.MKS). tentang bagaimana penerapan sanksi 
pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja memberikan 
bantuan terhadap pembunuhan, serta pertimbangan hukum hakim 
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terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja memberikan bantuan 
terhadap pembunuhan.  
 Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan suatu 
kajian ilmiah dalam bentuk penelitian yang sistematis dan mendasar 
mengenai turut melakukan dan atau membantu melakukan tindak pidana 
pembunuhan sehingga penulis memilih judul “ Tinjauan yuridis terhadap 
tindak pidana dengan sengaja memberikan bantuan terhadap 
pembunuhan (nomor putusan : 1584 / Pid.B / 2014 / PN.MKS ). 
 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas maka 
rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana penerapan sanksi pidana materil terhadap pelaku 
tindak pidana dengan sengaja memberikan bantuan terhadap 
pembunuhan dalam nomor putusan 1584/Pid.B/2014/PN.MKS ? 
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak 
pidana dengan sengaja memberikan bantuan terhadap 
pembunuhan dalam nomor putusan 1584/Pid.B/2014/PN.MKS ? 
 
C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian  
Adapun tujuan penelitian dan kegunaan penelitian dalam penulisan 
laporan ini, sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana materil terhadap 
pelaku tindak pidana dengan sengaja memberikan bantuan 
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terhadap pembunuhan nomor putusan 1584/Pid.B/2014/ 
PN.MKS. 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku 
tindak pidana dengan sengaja memberikan bantuan terhadap 
pembunuhan nomor putusan 1584/Pid.B/2014/PN.MKS. 
 Adapun kegunaan penelitian ini antara lain : 
1. Dari segi teoritis dapat memberikan sumbangsih bagi 
perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan hukum 
khususnya dalam bidang hukum pidana. Di harapkan penulisan 
ini dapat di jadikan referensi tambahan bagi para akademisi, 
penulis dan kalangan yang berminat dalam bidang kajian yang 
sama. 
2. Dari segi praktis dapat di jadikan masukan dan sumber 
informasi bagi pemerintah dan lembaga yang terkait, terutama 
bagi aparat penegak hukum dalam rangka penerapan 
supremasi hukum. 
3. Untuk tambahan wawasan penulis khususnya bagi hukum 
pidana, serta merupakan salah satu syarat dalam 
menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin.   
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Tindak pidana  
1. Pengertian tindak pidana  
Pembentuk undang – undang dalam berbagai peundang – 
undangan menggunakan perkataan “tindak pidana” sebagai terjemahan 
dari “strafbaar feit” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa 
yang sebenarnya di maksud dengan perkataan tindak pidana tersebut. 
Secara harfiah perkataan tindak pidana dapat di terjemahkan sebagai 
“sebagian dari suatu kenyataan yang dapat di hukum”. Akan tetapi, 
diketahui bahwa yang dapat di hukum sebenarnya adalah manusia 
sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun 
tindakan”.(P.A.F. Lamintang, 1997:181) 
Moeljatno menerjemahkan istilah “strafbaar feit” dengan 
perbuatanpidana.Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” 
adalahperbuatan yang dilarang oleh suatu suatu aturan hukum larangan    
mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi 
barangsiapa yang melanggar larangan tersebut (Mahrus Ali, 2011: 97) 
Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa dalam perundang-undangan 
formal Indonesia, istilah “perisitiwa pidana” pernah digunakan secararesmi 
dalam UUDS 1950, yakni dalam Pasal 14 (1).Secara substansif, 
pengertian dari istilah “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu 
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kejadian yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan manusia maupun 
olehgejala alam (Wirjono Prodjodikoro, 2003, :33) 
Teguh prasetyo merumuskan bahwa Tindak pidana adalah 
perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan 
pidana.Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif 
(melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan 
perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya 
diharuskan oleh hukum).(Wirjono Prodjodikoro, 2003:33)  
2. Unsur unsur Tindak Pidana  
Menurut Moeljatno ( 2008:69), unsur atau elemen perbuatan pidana 
(tindak pidana) adalah:  
a. Kelakuan dan akibat (=perbuatan).  
b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan  
c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana  
d. Unsur melawan hukum yang objektif  
e. Unsur melawan hukum yang subjektif  
Unsur (a) kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana 
biasanya diperlukan pula adanya (b) Hal ikhwal atau keadaan tertentu 
yang menyertai perbuatan, dimana hal ikhwal dibagi dalam dua golongan, 
yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang 
mengenai di luar diri si pelaku. 
Kemudian menurut Yulies Tiena (2006:62-63) unsur peristiwa 
pidana (tindak pidana) dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi subjektif dan 
segi objektif: 
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1. Dari segi objektif berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana 
adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, 
akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman. 
2. Dari segi subjektif, peristiwa pidana adalah perbuatan pidana 
yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan 
si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. 
Unsur kesalahan itu timbul dari niat atau kehendak si pelaku. 
Jadi, akibat dari perbuatan itu telah diketahui bahwa dilarang 
oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman. Jadi 
memang ada unsur kesengajaan. 
Suatu peristiwa agar dapat dikatakan sebagai peristiwa pidana 
harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 
1. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suata kegiatan yang dilakukan 
oleh seseorang atau sekelompok orang. 
2. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam 
undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatau 
kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. 
3. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, 
perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu 
perbuatan yang melanggar ketentuan hukum. 
4. Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan 
hukum yang dilanggar itu mencamtumkan sanksinya. 
Adapun menurut Kanter dan Sianturi (2002:211) dapatlah disusun 
unsur-unsur tindak pidana yaitu: 
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7. Subjek, 
8. Kesalahan, 
9. Bersifat melawan hukum (dari tindakan), 
10. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-
undang/perundang-undangan dan terhadap pelanggarnya 
diancam dengan pidana, 
11. Waktu dan tempat keadaan. (unsur objektif lainnya). 
Dengan demikian dapat dirumuskan pengertian tindak pidana (dari 
unsur-sebagai): suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu, 
yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh 
undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan 
dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab). 
3. Tujuan Pemidanaan 
Istilah hukum berasal dari kata straf yang merupakan istilah yang 
sering digunakan sebagai istilah dari pidana. Istilah hukum yang 
merupakan istilah umum dan konvensional, dan mempunyai arti yang 
cukup luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan 
bidang yang cukup luas. 
 Oleh karena itu, pidana merupakan istilah lebih khusus, maka perlu 
ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukan 
ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas. 
Menurut Soedarto (Nini Suparni, 2007:11), pidana adalah nestapa 
yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang (hukum pidana), 
sengaja agar dirasakan sebagai nestapa. 
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Pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan 
kepada seseorang pelanggar ketetntuan undang-undang tidak lain 
dimasukkan agar orang itu menjadi jerah. Sanksi yang tajam dalam 
hukum pidana inilah yang membedakannya dengan bidang-bidang hukum 
lain. Ini sebabnya mengapa hukum pidana harus dianggap sebagai 
sarana terakhir apabila sanksi dan upaya-upaya pada bidang hukum yang 
lain tidak memadai. 
Akan tetapi tidak semua sarjana menyetujui pendapat bahwa 
hakikat pidana adalah pemberian nestapa, hal ini antara lain diungkapkan 
oleh Hulsman dikutip oleh Muladi (Ninik Supardi, 2007:12) bahwa pidana 
adalah menyerukan untuk tertib; pidana pada hakikatnya mempunyai dua 
tujuan utama yakni untuk memengaruhi tingkah laku dan menyelesaikan 
konflik. 
Pidana satu sisi tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan 
penderitaan kepada pelanggar atau membuat jerah, tetapi disisi yang lain 
juga agar membuat pelanggar dapat kembali hidup bermasyarakat 
sebagaimana layaknya. 
Adapun unsur-unsur atau ciri-ciri pidana menurut Dwidja Priyanto 
(2006:7) ialah sebagai berikut: 
1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenalan 
penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak 
menyenangkan  
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan 
hukum yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang) 
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3. Pidana dikenakan kepada seseorang atau badan hukum 
(korporasi) yang telah melakukan tindak pidana menurut 
undang-undang. 
Lebih lanjut Dwidja Priyanto (2006:7) mengemukakan bahwa 
secara umum fungsi hukum pidana yakni mengatur dan 
menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan 
terpeliharanya ketertiban umum. 
Sedangkan secara khusus fungsi hukum pidana adalah: 
3. Melindungi kepentingan umum dari perbuatan-perbuatan yang 
menyerah atau memperkosa kepentingan hukum tersebut. 
4. Memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka negara 
menjalankan fungsi perlindungan atas berbagai kepentingan 
umum. 
5. Mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka 
negara melaksanakan fungsi perlindungan atas kepentingan 
hukum. 
Adapun penjatuhan pidana ditujukan bukan semata-mata sebagai 
pembalasan dendam. Yang paling penting adalah pemberian bimbingan 
dan pengayoman. Pengayoman kepada masyarakat dan kepada 
terpidana sendiri agar menjadi insfaf dengan menyadari kesalahannya 
dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik.  
 Secara umum (Kanter dan Sianturi, 2002:59) alasan pemidanaan 
dapat digolongkan dalam tiga golongan (kelompok) pokok yaitu, yaitu teori 
pembalasan, teori tujuan, dan teori gabungan. 
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a. Teori Pembalasan (Teori Absolut) 
Teori pemabalasan membenarkan pemidanaan karena seseirang 
telah melakukan suatu tindak pidana. Terhadap suatu tindak pidana 
mutlak harus diadakan pembalasan yang berupa pidana. Tidak 
dipersoalkan akbiat pemidanaan bagi terpidana. Bahan pertimbangan 
untuk pemidanaan hanyalah masa lampau, maksudnya masa terjadinya 
tindak pidana itu. Masa dating yang bermaksud memperbaiki penjahat 
tidak dipersoalkan. Jadi penjahat harus mutlak dipidana, ibarat pepatah: 
Darah bersabung darah, nyawa bersabung nyawa. 
b. Teori Tujuan (Teori Relatif, teori perbaikan) 
Teori-teori yang termasuk golongan teori tujuan membenarkan 
pemidanaan berdasarkan atau tergantung kepada tujuan pemidanaan, 
yaitu: untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya 
kejahatan. Perbedaan dari beberapa teori yang termasuk teori-tujuan, 
terletak pada caranya untuk mencapai tujuan dan penilaian teerhadap 
kegunaan pidana. Diancamkannya suatu pidana dan dujatuhkannya suatu 
pidana, dimaksudkan untuk menakut-nakuti calon penjahat atau penjahat 
yang bersangkutan, untuk memperbaiki penjahat atau menyingkirkan 
penjahat, atau prevensi umum. Berdeda dengan teori pembalasan, maka 
teori tujuan mempersoalkan akibat-akibat dari pemidanaan kepada 
penjahat atau kepada kepentingan masyarakat. Dipertimbangkan juga 
pencegahan untuk masa mendatang. 
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c. Teori Gabungan 
Kemudian timbul golongan ketiga yang mendasarkan pemidanaan 
kepada perpaduan teori pembalasan dengan teori tujuan, yang sebagai 
teori gabungan. Dikatakan bahwa teori pembalsan dan tujuan masiang-
masing mempunyai tujuan. 
4. Pengertian dengan sengaja  ( kesengajaan ). 
Kata kesengajaan berasal dari kata “sengaja’’, dalam bahasa 
inggrisnya adalah intention, dari kata intend yang artinya berniat 
melakukan sesuatu, atau dari kata intentional, premeditated, and willful 
yang artinya dengan sengaja. 
Menurut Oxford Advanced Learner’s Dictionary “that wich one 
purposes or plans to do”. Melihat pengertian yang di sebutkan oleh Oxford 
Aadvanced Learner’s Dictionary tersebut, kita ketahui bahwa kesengajaan 
adalah keinginan, kehendak, atau kemauan seseorang untuk melakukan 
sesuatu. Jika di hubungkan dengan tindak pidana maka, maka dalam 
melakukan suatu tindak pidana haruslah ada unsure – unsure yang 
menyebabkan tindak pidana tersebut dikatakan kesengajaan melakukan 
tindak pidana; orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja itu 
mengetahui dan sadar sebelumnya akan akibat – akibat perbuatannya. 
(link24share.blogspot.com/2013/09) 
Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat 
atau di lakukan.  Memorie Van Toelichting (memori penjelasan) 
mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. 
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Kesengajaan harus memiliki tiga unsur dari tindak pidana, yaitu 
perbuatan yang di larang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan 
larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hokum 
(radarcendekiawan.blogspot.com2013/11) 
5. Pengertian Memberikan Bantuan (membantu melakukan) 
Mengenai pasal 56 KUHP, R.Soesilo menjelaskan banhwa orang 
“membantu melakukan” jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, 
pada waktu atau sebelum (Jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan.  
Menurut Pasal 56 kitab undang – undang hukum pidana (KUHP)  
ayat 2.Membantu melakukan adalah ” Barang siapa dengan sengaja 
memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan 
kejahatan itu”.Dalam penjelasan pasala 56 KUHP ini di katakan bahwa 
elemen “sengaja” harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan 
dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, 
atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak di hukum. “niat” 
untuk melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang diberi 
bantuan. Kesempatan, daya upaya atau keterangan itu. Jika niatnya itu 
timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu bersalah 
berbuat  “membujuk melakukan” (uitlokking). 
Prof. Dr. Wirjino prodjodikoro, S.H dalam bukunya yang berjudul 
asas-asas hukm pidana di Indonesia (hal 123) mengutip pendapat 
Hazewinkel-suringa, Hoge Raad Belanda, dalam kesimpulannya 
mengenai pengertian membantu melakukan yaitu kehendak dari orang 
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yang membantu melakukan hanyalah untuk membantu pelaku utama 
mencapai tujuannya, tanpa memiliki tujuan sendiri. (m.hukumonline.com) 
 
B. Penyertaan 
1. Pengertian Penyertaan  
Kata “penyertaan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti 
proses, cara, perbuatan menyertakan atau perbuatan ikut serta 
(mengikuti). Kata “penyertaan” berarti turut sertanya seseorang atau lebih 
pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana (Wirjono 
Prodjodikoro 2003:117).  
Sementara menurut Moeljatno (Amir Ilyas dan Haeranah Dkk, 
2012:55) berpendapat bahwa ada penyertaan apabila bukan satu orang 
yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana akan tetapi beberapa 
orang. Tersangkutnya dua orang atau lebih dalam suatu tindak pidana 
dapat terjadi dalam hal:  
1. Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delik atau  
2. Mungkin hanya seorang saja yang berkehendak (berniat) dan 
merencanakan delik, tetapi delik tersebut tidak dilakukannya 
tetapi ia mempergunakan orang lain untuk mewujudkan delik 
tersebut,  
3. Mungkin seorang saja yang melakukan delik sedang orang lain 
orang itu dalam mewujudkan delik. 
Penyertaan (Deelneeming) dipermasalahkan dalam hukum pidana 
karena berdasarkan kenyataan sering suatu tindak pidana dilakukan 
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bersama oleh beberapa orang. Jika hanya satu orang yang melakukan 
suatu tindak pidana, pelakunya disebut allen dader. 
2. Bentuk-Bentuk Penyertaan 
Menurut Adami Chazawi (2011:80-82) bentuk-bentuk penyertaan 
terdapat dan diterangkan dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Pasal 55 KUHP 
mengenai golongan yang disebut dengan mededader (disebut para 
peserta, atau para pembuat), dan Pasal 56 KUHP mengenai 
medeplichtige (pembuat pembantu). Pasal 55 KUHP merumuskan 
sebagai berukut: 
a. Dipidana sebagai pembuat tindak pidana: 
1) Mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan, dan yang 
turut serta melakukan perbuatan; 
2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, 
dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan 
kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi 
kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan 
orang lain supaya melakukan perbuatan. 
b. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan 
sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. 
Pasal 56 KUHP merumuskan sebagai berikut: 
Dipidana sebagai pembantu kejahatan: 
1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan 
dilakukan; 
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2. Mereka yang sengaja member kesempatan, sarana atau 
keterangan untuk melakukan kejahatan. 
Dari kedua Pasal (Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP) tersebut, 
dapatlah diketahui bahwa menurut KUHP pembagian golongan peserta 
terhadap tindak pidana penyertaan ini, yaitu: 
a. Mereka yang Melakukan (Pembuat Pelaksana Pleger) 
Menurut Adami Chazawi (2011:85) pleger adalah orang yang 
karena perbuatannyalah yang melahirkan tindak pidana itu, tanpa ada 
perbuatan pembuat pelaksana ini tindak pidana itu tidak akan terwujud, 
maka dari sudut pandang ini pleger harus sama dengan syarat dader. 
Perbuatan seorang pleger juga harus memenuhi semua unsur tindak 
pidana, sama dengan perbuatan seorang dader. Perbedaan pleger 
dengan dader adalah, bagi seorang pleger masih diperlukan 
keterlibatannya minimal seorang lainnya baik secara psikis maupun fisik, 
misalnya dengan peserta atau pembuat pembantu. 
Sementara menurut Amir Ilyas dan Haeranah, dkk (2012:60) 
pembuat adalah orang yang mewujudkan suatu peristiwa pidana secara 
sempurna. Jadi sebagai pembuat adalah orang yang melakukan peristiwa 
pidana seorang diri telah berbuat mewujudkan semua unsur-unsur atau 
elemen dari tindak pidana. 
Adapun menurut Zainal Abidin (2006:178) pelaku adalah seorang 
yang memenuhi unsur-unsur delik, baik yang dinyatakan secara express 
verbis maupun yang diterima secara diam-diam (stilzwigende element) 
atau yang berkewajiban untuk mengakhiri keadaan yang dilarang oleh 
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undang-undang pidana, baik yang dinyatakan secara tegas di dalam 
undang-undang pidana maupun yang diterima secara diam-diama. 
b. Mereka yang Menyuruh Melakukan (Pembuat Penyuruh: Doen 
Pleger) 
Wujud penyertaan (deelneming) yang pertama-tama disebutkan 
oleh Pasal 55 KUHP adalah menyuruh melakukan perbuatan (doen 
plegen). 
Menurut Kanter dan Sianturi (2002:342), penyuruh adalah 
merupakan tindak yang melakukan suatu tindak pidana dengan 
memperalat orang lain untuk melakukannya, yang pada orang lain itu 
tiada kesalahan, karena tidak disadarinya, ketidak-tahuan, kekeliruannya 
atau dipaksa. 
Sementara menurut Wirjono Projodikoro (2003:118), menyuruh 
melakukan ini biasa terjadi apabila seseorang menyuruh sipelaku 
melakukan perbuatan yang biasanya merupakan tindak pidana, tetapi oleh 
karena beberapa hal sipelaku itu tidak dikenal hukuman pidana. Jadi 
sipelaku seolah-olah cuma menjadi alat belaka yang dikendalikan oleh 
sipenyuruh. Pelaku semacam ini dalam ilmu pengerahuan hukum 
dinamakan manus manistra (tangan yang dikuasai), dan si penyuruh 
dinamakan manus domina (tangan yang menguasai). 
c. Mereka yang Turut Serta Melakukan (Pembuat Peserta: 
Medepleger) 
Dalam hukum pidana/KUHP tidak memberikan penerusan bila 
manakah dapat dikatakan sebagai orang turut serta melakukan suatu 
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tindak pidana tetapi hal ini timbul didalam praktek-praktek 
pendapat,melalui putusan pengadilan maupun doktrin dari pakar hukum 
pidana. 
Pendapat beberapa ahli tentang medepleger (Amir Ilyas dan 
Harenah, dkk. 2012:69-70) adalah: 
1. Menurut Mvt: 
Orang yang turut serta melakukan (medepleger) ialah orang 
yang dengan sengaja, turut berbuat atau turut serta 
mengerjakan terjadinya sesuatu. 
2. Menurut Pompe, “turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak 
pidana”itu ada tiga kemungkinan: 
- Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam 
rumusan delik. Misal dua orang dengan bekerjasama 
melakukan pencurian disebuah gudang beras. 
- Salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedang yang 
lain tidak. Misal dua orang pencopet (A dan B) saling 
bekerjasama, A yang menabrak orang yang menjadi 
sasaran, sedang B yang mengambil dompet orang itu. 
- Tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, 
tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik itu. Misal 
dalam pencurian dengan merusak (Pasal 363 ayat 1 ke-5 
KUHP salah seorang melakukan penggangsiran, sedang 
kawannya masuk rumah dan mengambil barang-barang 
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yang kemudian diterimakan kepada kawannnya yang 
menggansir tadi. 
d. Orang yang Sengaja Menganjurkan (Pembuat Penganjur: 
Uitlokker) 
Adami Chazawi (2011:112), orang yang sengaja mengajurkan 
(pembuat penganjur, disebut juga auctor intelellectualis), seperti juga pada 
orang yang menyuruh melakukan, tidak mewujudkan tindak pidana secara 
materil, tetapi melalui orang lain. Kalau pembuat penyuruh dirumuskan 
dalam Pasal 55 ayat (1) dengan sangat singkat, ialah yan menyuruh 
melakukan (doen plegen), tetapi pada bentuk orang yang sengaja 
menganjurkan ini dirumuskan dengan lebih lengkap, dengan menyebutkan 
unsur objektif yang sekaligus unsur subjektif. Rumusan ini selengkapnya 
ialah “mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan 
menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, memberi kesempatan, 
sarana, atau keterangan, sengaja mengajurkan orang lain supaya 
melakukan perbuatan” 
Apabila rumusan itu hendak dirinci, maka unsur-unsurnya adalah: 
- Unsur-unsur objektif yang terdiri terdiri dari 
a. Unsur perbuatan, ialah menganjurkan orang lain melakukan 
perbuatan; 
b. Caranya, ialah: 
 Dengan memberikan sesuatu; 
 Dengan menjanjikan sesuatu; 
 Dengan menyalahgunakan martabat; 
 21 
 Dengan kekerasan; 
 Dengan ancaman; 
 Dengan penyertaan; 
 Dengan member kesempatan; 
 Dengan memberikan saran; 
 Dengan memberikan kekurangan; 
- Unsur subjektifnya yakni dengan sengaja. 
Dari rumusan tersebut diatas, dapat disimpulkan ada 5 syarat dari 
seorang pembuat penganjur, ialah: 
a. Pertama, tentang kesengajaan si pembuat, yang harus 
ditujukan pada 4 hal, yaitu: 
1) Ditujukan pada digunakannya upaya-upaya penganjuran 
2) Ditujukan pada mewujudkan perbuatan menganjurkan 
beserta akibatnya 
3) Ditujukan pada orang lain untuk melakukan perbuatan (apa 
yang dianjurkan);dan 
4) Ditujukan pada orang lain yang mampu bertanggung jawab 
atau dapat dipidana. 
b. Kedua, dalam melakukan perbuatan menganjurkan harus 
menggunakan cara-cara menganjurkan sebagaimana yang 
ditentukan dalam Pasal 55 ayat 1 angka 2 tersebut. 
c. Ketiga, terbentuknya kehendak orang yang dianjurkan (pembuat 
pelaksananya) untuk melakukan tindak pidana sesuai dengan 
apa yang dianjurkan adalah disebabkan langsung oleh 
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digunakannya upaya-upaya penganjuran oleh si pembuat 
penganjur 
d. Keempat, orang yang dianjurkan (pembuat pelaksananya) telah 
melaksanakan tindak pidana sesuai dengan yang dianjurkan 
(boleh pelaksanaan itu selesai-tindak pidana sempurna atau 
boleh juga terjadinya percobaannya). 
e. Kelima, orang yang dianjurkan adalah orang memiliki 
kemampuan bertanggung jawab. 
e. Pembantuan (Medeplichtige) 
Pasal 56 KUHP berbunyi sebagai berikut: 
1. Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada saat 
kejahatan dilakukan (diwujudkan). 
2. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan daya upaya 
(sarana) atau keterangan untuk melakukan (mewujudkan) 
kejahatan. 
Dari urain undang-undang tersebut dapatlah disimpulkan bahwa 
ada dua jenis pembantuan, yaitu dengan sengaja memberi bantuan pada 
saat kejahatan diwujudkan dan dengan sengaja memberikan bantuan 
untuk melakukan atau mewujudkan kejahatan. Menurut MVT, hanya 
terhadap pembantu jenis kedua batas-batas perbuatan bantuan yang 
ditetapkan oleh undang-undang (Zainal Abidin, 2006:224) 
Dalam memahami Pasal 56 KUHP, perlu diperhatikan lebih dahulu 
rumusan Pasal 57 KUHP ayat 4 yang berbunyi sebagai berikut:“Untuk 
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menentukan hukum bagi pembantu, hanya diperhatikan perbuatan yang 
dengan sengaja memudahkan oleh pembantu serta akibatnya” 
Dimaksud rumusan “dengan sengaja memudahkan” adalah 
perbuatan yang memudahkan si pelaku untuk melakukan kejahatan 
tersebut, yang terdiri atas berbagai bentuk atau jenis, baik materil maupun 
immaterial. Dalam hal ini perlu diperhatikan pendapat M.H. Tirtaamidjaja 
(Laden Marpaung, 2005:83), yang menyatakan suatu bantuan yang tidak 
berarti tidak dapat dipandang sebagai bantuan yang dapat dihukum. 
Simons (Laden Marpaung, 2005:83), menyatakan bahwa 
“membantu” harus memenuhi dua unsur, yakni unsur objektif dan 
subjektif. Hal tersebut diutarakan sebagai berikut: 
- Perbuatan seseorang yang membantu itu dapat disebut telah 
memenuhi unsur yang bersifat objektif apabila perbuatan yang 
telah dilakukannya tersebut memang telah ia maksudkan untuk 
mempermudah atau untuk mendukung dilakukannya suatu 
kejahatan. Dalam hal ini seseorang yang membantu telah 
menyerahkan alat-alat untuk melakukan kejahatan kepada 
seorang pelaku, namun ternyata alat-alat tersebut tidak 
digunakan oleh si pelaku, yang membantu tersebut juga tidak 
dapat dihukum. 
- Perbuatan seseorang yang membantu dapat disebut memenuhi 
unsur-unsur yang bersifat subjektif apabila si pembantu 
memang mengetahui bahwa perbuatannya itu dapat 
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mempermudah atau dapat ,mendukung dilakukanna suatu 
kejahatan. 
Semua yang telah diuraikan diatas adalah “membantu”suatu 
kejahatan dengan perbuatan yang bersifat aktif. Adakalanya perbuatan 
“membantu”dilakukan tanpa berbuat atau bersifat passif. Hal ini dapat 
terjadi jika seorang berkewajiban untuk berbuat “tetapi tidak berbuat” 
Adapun perbuatan “membantu” dianggap oleh KUHP sebagai perbuatan 
atau tindak pidana yang berdiri sendiri., antara lain seperti dimuat dalam 
Pasal 106, 107, Pasal 108, Pasal 110, Pasal 236, dan Pasal 237 KUHP. 
Pertanggungjawaban dari “membantu”diatur dalam Pasal 57 KUHP yang 
berbunyi: 
1. Maksimum hukuman pokok yang diancamkan atas kejahatan, 
dikurangi sepertiga dari si pembantu. 
2. Jika kejahatan itu dapat dihukum dengan hukuman mati atau 
hukuman seumur hidup, maka dijatuhkan hukuman penjara 
selama-lamanya 15 tahun. 
3. Hukuman tambahan untuk kejahatan dan membantu melakukan 
kejahatan itu sama saja. 
4. Untuk menentukan hukuman bagi pembantu hanya diperhatikan 
perbuatan yang dengan sengaja memudahkan atau diperlancar 
oleh pembantu serta akibatnya.  
Pembantu memang mengetahui bahwa perbuatannya itu dapat 
mempermudah atau dapat ,mendukung dilakukanna suatu kejahatan. 
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Semua yang telah diuraikan diatas adalah “membantu”suatu 
kejahatan dengan perbuatan yang bersifat aktif. Adakalanya perbuatan 
“membantu”dilakukan tanpa berbuat atau bersifat passif. Hal ini dapat 
terjadi jika seorang berkewajiban untuk berbuat “tetapi tidak berbuat” 
Adapun perbuatan “membantu” dianggap oleh KUHP sebagai 
perbuatan atau tindak pidana yang berdiri sendiri., antara lain seperti 
dimuat dalam Pasal 106, 107, Pasal 108, Pasal 110, Pasal 236, dan Pasal 
237 KUHP. 
Pertanggungjawaban dari “membantu”diatur dalam Pasal 57 KUHP 
yang berbunyi: 
1. Maksimum hukuman pokok yang diancamkan atas kejahatan, 
dikurangi sepertiga dari si pembantu. 
2. Jika kejahatan itu dapat dihukum dengan hukuman mati atau 
hukuman seumur hidup, maka dijatuhkan hukuman penjara 
selama-lamanya 15 tahun. 
3. Hukuman tambahan untuk kejahatan dan membantu melakukan 
kejahatan itu sama saja. 
4. Untuk menentukan hukuman bagi pembantu hanya diperhatikan 
perbuatan yang dengan sengaja memudahkan atau diperlancar 
oleh pembantu serta akibatnya. 
3. Perlunya Penyertaan Dipidana 
Subjek hukum yang disebutkan dan dimaksud dalam rumusan 
tindak pidana adalah hanya satu orang, bukan beberapa orang. Sebagai 
contoh pada Pasal 338 KUHP yang menyatakan. 
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“Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, 
diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara setinggi-
tingginya lima belas tahun”. 
 
Jelas yang dimaksud dengan barang siapa (Hij die) (Adami 
Chazawi 2011:70), adalah orang, dan orang ini hanya satu Begitupun 
pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama, dalam rumusan 
Pasal 338 KUHP yang dimaksudkan dengan barang siapa adalah orang, 
dan orang ini hanya satu orang. Apabila semata-mata berdasarkan 
rumusan Pasal 338 tadi, maka jika terjadi pembunuhan misalnya contoh 
sederhana dimana B membantu memegangi Y agar tidak melawan , 
sehingga A dengan leluasa membacok korban sehingga korban 
meninggal, maka B tidak dapat dipidana karena apa yang dilakukan B 
dalam kasus pembunuhan tersebut tidak memenuhi rumusan 
pembunuhan 338, dia hanya melakukan sebagian saja dari unsur 
perbuatan tersebut. Dari perbuatan B memegangi tangan, tidaklah 
menimbulkan kematian Y, walaupun perbuatan masing-masing B 
mempunyai andil atau peran terhadap kelancaran A melakukan kejahatan. 
Kejahatan itu dapat diselesaikan oleh perbuatan A pembuatna (pleger) 
sendiri, yakni menikam pada pembunuhan. 
Dari peristiwa diatas, tampak dengan jelas bahwa apabila 
didasarkan pada rumusan kejahatan Pasal 338 KUHP semata-mata, 
tentulah B karena perbuatannya memegang tangan, pasti tidak dapat 
dipidana, karena tidak memenuhi rumusan tindak pidana pembunuhan. 
Agar B dapat juga dipidana, harus ada ketentuan lain yang membebani 
pertanggungjawaban atas perbuatan seperti itu. Dengan maksud 
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demikianlah, maka dibentuknya ketentuan umum penyertaan yang 
dimuatkan dalam  
Bab V Buku I (Pasal 55-62) KUHP. Dengan berdasarkan ketentuan 
perihal penyertaan ini, B dibebani tanggung jawab pidana dan karenanya 
dapat dipidana pula. 
Sehubungan dengan itu, Adami Chazawi (2011:73) menjelaskan 
bahwa kejahatan itu timbul karena dan atas keterlibatan semua orang, 
artinya perbuatan pada masing-masing orang mempunyai andil terhadap 
terwujudnya suatu tindak pidana. Perbuatan mereka, antara wujud yang 
satu dan wujud yang lain tidak terpisahkan, yang satu menunjang 
terhadap perbuatan lainnya, yang kesemuanya menuju pada satu arah 
yakni terwujudnya/selesainya suatu tindak pidana. Ketentuan penyertaan 
yang dibentuk dan dimuat dalam KUHP bertujuan agar dapat 
dipertanggungjawabkan dan dipidananya orang-orang yang terlibat dan 
mempunyai andil baik secara fisik (objektif) maupun psikis (subjektif) 
seperti orang-orang yang terlibat pada kasus di atas. Pembentuk undang-
undang merasa perlu membebani pertanggung jawaban pidana dan yang 
sekaligus besarnya bagi orang-orang yang perbuatannya semacam itu, 
untuk menjadi pegangan hukum dalam menjatuhkan pidana. 
 
C. Pembunuhan 
1. Pengertian tindak pidana pembunuhan. 
Suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan 
cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. 
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Pembunuhan biasanya dilatarbelakangi oleh bermacam-macam motif, 
misalnya politik, kecemburuan, dendam, pembelaan diri, dan sebagainnya  
Pembunuhan dapat dilakukan dengan berbagai cara yang paling umum 
adalah dengan menggunakan senjata api atau senjata tajam. 
Pembunuhan dapat juga di lakukan dengan menggunakan bahan peledak 
seperti bom.  
2. Macam-macam pembunuhan  
Pembunuhan ada 3 macam, yaitu : 
 Membunuh dengan sengaja  
 Membunuh seperti di sengaja  
 Membunuh tidak sengaja  
Membunuh dengan sengaja adalah pembunuhan yang telah di 
rencanakan dengan memakai alat yang biasanya mematikan. Dikatakana 
seseorang membunuh dengan sengaja apabila pembunuh tersebut balligh 
(dewasa), mempunyai niat/rencana untuk membunuh, dan memakai alat 
yang mematikan. 
Pembunuhan dengan sengaja seperti membacok korban, 
menembak dengan senjata api, memukul dengan benda keras, menggilas 
dengan mobil, mengalirkan listrik ke ubuh korban dan sebagainnya. 
Membunuh seperti di sengaja adalah pembunuhan yang terjadi 
sengaja di lakukan oleh seseorang dengan alat yang biasanya tidak 
mematikan. Perbuatan ini tidak di niatkan untuk membunuh, ataupun 
mungkin hanya bermain-main. Misalnya dengan sengaja memukul orang 
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lain dengan cambuk ringan atau dengan mistar, akan tetapi yang terkena 
pukul kemudian meninggal.  
Pembunuhan tidak sengaja yaitu pembunuhan karena kesalahan 
atau keliru semata-mata tanpa di rencanakan dan tanpa maksud sama 
sekali. Misalnya seseorang melempar batu atau menembak burung akan 
tetapi terkena orang kemudian meninggal. 
(id.m.wikipedia.org/wiki/pembunuhan) 
3. Unsur-unsur dalam pembunuhan 
 Unsur subyektif “dengan sengaja” (doodslag) artinya bahwa 
perbuatan itu harus di sengaja dan kesengajaan itu harus timbul 
seketika itu juga, karena sengaja (opzet/dolus) yang di maksud 
dalam pasal 338 adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk 
tanpa di rencanakan terlebih dahulu, sedangkan yang di 
maksud sengaja dalam pasal 340 adalah suatu perbuatan yang 
di sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang 
terbentuk dengan di rencanakan terlebih dahulu (Met 
Voorbedachte).  
 Unsure obyektif adalah perbuatan menghilangkan, nyawa, dan 
orang lain. Unsur obyektif yang pertama dari tindak 
pembunuhan, yaitu: “menghilangkan” unsure ini juga diliputi 
oleh kesengajaan; artinya pelaku harus menghendaki, dengan 
sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan 
iapun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan untuk 
menghilangkan nyawa orang lain. Berkenaan dengan “nyawa 
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orang lain” maksudnya adalah nyawa orang lain dari si 
pembunuh. Terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan terhadap 
bapak/ibu sendiri, termasuk juga pembunuhan yang di maksud 
dalam pasal 338 KUHP. 
Dari penyataan ini, maka undang undang pidana kita tidak 
mengenal ketentuan yang menyatakan bahwa seseorang pembunuh akan 
di kenai sanksi yang lebih berat karena telah membunuh dengan sengaja 
orang yang mempunyai hubungan husu dengan pelaku. 
Berkenaan dengan unsur nyawa orang lain juga, melenyapkan 
nyawa sendiri tidak termasuk perbuatan yang dapat dihukum, karena 
orang yang bunuh diri dianggap orang yang sakit ingatan dan ia tidak 
dapat dipertanggung jawabkan.  
Pembunuhan dengan memberatkan (Gequalificeerde Doodslag) hal 
ini diatur pasal 339 KUHP yang bunyinya sebagai berikut: “pembunuhan 
yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan dan yang dilakukan 
dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu, jika tertangkap tangan, 
untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya daripada hukuman, atau 
supaya barang yang di dapatkannya dengan melawan hukum tetap ada 
dalam tangannya di hukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau 
penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”.  
 Misalnya seorang yang sakit hati ingin melakukan pembunuhan 
terhadap bupati; tetapi karena bupati di kawal oleh seorang 
bodyguard/pengawa, maka orang yang sakit hati tadi lebih dahulu 
menembak pengawalnya, baru kemudian membunuh bupati. 
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Pembunuhan Berencana (Moord) tindak pidan yang diatur dalam 
pasal 340 KUHP yang menyebutkan sebagai berikut : “Barangsiapa 
dengan sengaja dan dengan di rencanakan terlebih dahulu merampas 
nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana dengan 
pidana mati  atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 
selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.” 
Dari rumusan tersebut, maka unsure-unsur pembunuhan 
berencana adalah sebagai berikut: 
a. Unsur subyektif, yaitu dilakukan dengan sengaja dan di 
rencanakan terlebih dahulu  
b. Unsure obyektif, yaitu menghilangkan nyawa orang lain. 
4. Sanksi Delik Pembunuhan  
Dalam perilaku social tindak kejahatan merupakan prilaku 
menyimpang, yaitu tingkah laku yang melanggar atau menyimpang dari 
aturan aturan atau dari harapan-harapan lingkungan social yang 
bersangkutan. Dan salah satu cara untuk mengendalikan adalah dengan 
sanksi pidana.  
Hakikat dari sanksi pidana adalah pembalasan, sedangkan tujuan 
sanksi pidana adalah penjeraan baik di tujukan pada pelanggar hukum itu 
sendiri maupun pada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat. 
Selain itu juga bertujuan melindungi masyarakat dari segala bentuk 
kejahatan dan pendidikan atau perbaikan bagi para penjahat. 
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 Sistem hukuman yang tercantum dalam pasal 10 KUHP 
menyatakan bahwa hukuman yang dapat di kenakan kepada seseorang 
pelaku tindak pidana terdiri dari: 
a. Hukum pokok  
 Hukuman mati  
 Hukuman penjara 
 Hukuman kurungan  
 Hukuman denda  
 Pidana tutupan (berdasarkan undang-undang RI No. 20 
tahun 1946 berita Negara RI tahun kedua No. 24 tanggal 1 
dan 15 november 1946) 
b. Hukuman tambahan  
 Pencabutan beberapa hak tertentu. 
 Perampasan barang-barang tertentu. 
 Pengumuman putusan hakim.  
(s-hukum.blogspot.com/2014/05) 
5. Jenis jenis delik pembunuhan. 
a. Delik  pembunuhan biasa, yang diatur dalam pasal 338 KUHP 
merupakan tindak pidana dalam bentuk yang pokok, yaitu delik 
yang di rumuskan secara lengkap dengan semua unsure 
unsurnnya . adapun rumusan dalam pasal 338 KUHP sebagai 
berikut: “ Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang 
lain,diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling 
lama lima belas tahun”.  
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b. Delik  pembunuhan dengan pemberatan ,yang di dalam pasal 339 
KUHP yang bunyinya sebagai berikut : “Pembunuhan yang diikuti, 
disertai, atau didahului  oleh kejahatan dan yang dilakukan dengan 
maksud untuk memudahkan perbuatan itu, jika tertangkap tangan, 
untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya daripada hukuman, 
atau supaya barang yang di dapatkannya dengan melawan hukum 
tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara 
seumur hidup atau penjara sementara selama lamanya dua puluh 
tahun”.   
c.  Delik pembunuhan berencana, yang di atur dalam pasal 340 
KUHP yang bunyinya sebagai berikut: “Barangsiapa dengan 
sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan 
nyawa orang, karena berslah melakukan pembunuhan dengan 
rencana (mord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur 
hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.”  
d. Pembunuhan bayi oleh ibunya diatur dalam pasal 341 KUHP yang 
bunyinya sebagai berikut: “seorang ibu yang karena takut akan 
diketahui ia sudah melahirkan anak, pada ketika anak itu dilahirkan 
atau tiada beberapa lama sesudah dilahirkan, dengan sengaja 
menghilangkan nyawa anak itu dipidana karena bersalah 
melakukan pembunuhan anak, dengan pidana penjara selama 
lamanya tujuh tahun”.  
e. Pembunuhan bayi oleh ibunya secara berencana hal ini diatur 
dalam pasal 342 KUHP  yang bunyinya sebagai berikut: “seorang 
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ibu yang untuk menjalankan keputusan yang diambilnya karena 
takut diketahui oang bahwa ia tidak lama lagi akan melahirkan 
anak, pada saat dilahirkan atau tidak lama kemudian daripada itu 
menghilangkan jiwa anaknya itu dihukum karena bersalah 
melakukan pembunuhan anak berencana dengan hukuman penjara 
selama lamanya Sembilan tahun”.   
f. Pembunuhan atas permintaan sendiri hal ini diatur dalam pasal 334 
KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Barangsiapa menghilangkan 
jiwa orang lain atas permintaan orang lain itu sendiri, yang disebut 
dengan nyata dan sungguh sungguh, dihukum penjara selama 
lamanya dua belas tahun”.  
g. Penganjuran agar  bunuh diri hal ini diatur oleh pasal 345 KUHP 
yang bunyinya sebagai berikut : “Barangsiapa dengan sengaja 
membujuk orang supaya membunuh diri, atau menolongnya dalam 
perbuatan itu, atau member ikhtiar kepadanya untuk itu, dihukum 
dengan hukuman penjara selama lamanya empat tahun, kalau jadi 
orangnya bunuh diri”.  (xahrialzone.blogspot.com/2011/03) 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian. 
Untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan 
denganpermasalahan dan pembahasan penulisan ini, maka 
Penulimelakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di kota 
Makassar . Pengumpulan data dan informasi akan dilaksanakan sesuai 
dengan objek yang akan diteliti yaitu di wilayah kota Makassar, propinsi 
Sulawesi selatan. Lokasi tersebut menjadi pilihan penulis sebab kota 
Makassar merupakan wilayah hukum pengadilan negeri Makassar yang 
telah mengadili tindak pidana dengan engaja memberikan bantuan 
terhadap pembunuhan dengan nonor putusan 1584/Pid.B/2014/ 
PN.MKS.Pengumpulan data dan informasi dilakukan khususnya di 
Pengadilan Negeri Makassar , yang dianggap penulis dapat memberikan 
kontribusi dalam penelitian ini. Selain itu proses penelitian juga 
berlangsung di Universitas Hasanuddin terkait dengan referensi-referensi 
yang di peroleh dari studi pustaka yang di lakukan di perpustakaan pusat 
Universitas Hasanuddin dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin. 
 
B. Jenis Dan Sumber Data. 
Jenis penelitian dalam hukum ini (Soerjono Soekanto dan Sri 
Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif : suatu tinjauan singkat,PT 
Raja Grafindo persada, Jakarta, hal 14)  adalah penelitian hukum 
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normatifyang didukung dengan penelitian lapangan. Penelitianhukum 
normatif adalah penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku 
meliputi Undang-Undang yang mempunyai relevansi dengan 
permasalahan sebagai bahan hukum sumbernya.  
Penelitian hukum ini juga memerlukan data yang berupa tulisan dari 
para ahli atau pihak yang berwenang serta sumber-sumber lain yang 
memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti. Penulis juga 
menggunakan penelitian lapangan. Penelitian lapangan disini tidak seperti 
penelitian hukum empiris, namun penelitian hukum dalam hal ini adalah 
penelitian yang dilakukan secara langsung dengan pihak atau instansi 
yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, yaitu penelitian hukum 
yang dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar dan Kejaksaan Negeri 
Makassar. Penelitian hukum ini dilakukan dalam bentuk suatu wawancara 
untuk mendapatkan informasi yang akurat dari para pihak yang memiliki 
hubungan dengan permasalahan yang ada. Adapun jenis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.  
1. Data Primer, yaitu data yang akan diperoleh secara langsung dari 
sumbernya mengenai masalah-masalah yang menjadi pokok 
bahasan, melalui wawancara dengan narasumber yang dianggap 
memiliki keterkaitan dan kompetensi dengan permasalahan yang 
ada. 
2. Data Sekunder, adalah data- data yang siap pakai dan dapat 
membantu menganalisa serta memahami data primer. Data 
sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh. (Ibid, 
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hal. 12-13.)peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. 
Datasekunder ini akan diperoleh dengan berpedoman pada 
literaturliteratursehingga dinamakan penelitian kepustakaan.Data 
diperoleh melalui studi kepustakaan dengan 
memerhatikanperaturan perundang-undangan yang ada maupun 
melaluipendapat para sarjana atau ahli hukum. Data sekunder 
tersebutterdiri dari : 
a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat,yaitu 
Undang-Undang. 
b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yangmenjelaskan 
bahan hukum primer, terdiri dari buku – buku(literatur), artikel 
atau makalah, baik yang tersaji dalambentuk cetak maupun 
elektronik, maupun pendapat para ahli(doktrin) yang berkaitan 
dengan masalah yang diteliti. 
c. Bahan Hukum tersier, yaitu bahan yang memberikanpetunjuk 
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primerdan bahan 
hukum sekunder, misalnya : kamus, ensiklopedia,dan lain 
sebagainya. 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
1. Sumber data yang diperoleh dari penelitian pustaka 
(libraryresearch), yaitubuku kepustakaan, artikel, peraturan 
perundangundangan,yurispudensi, dan karya ilmiah yang 
adahubungannya dengan objek penelitian. 
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2. Sumber data yang diperoleh dari penelitian lapangan 
(fieldresearch), yaitu pihak – pihak yang dianggap 
memilikikompetensi dan relevansi dengan permasalahan yang 
akandibahas dan diperoleh melalui proses wawancara. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 
iniadalah sebagai berikut : 
1. Melalui Proses Wawancara 
Penulis melakukan proses wawancara terhadap narasumbersecara 
langsung sebagai sumber informasi agar dapat diketahuitanggapan, 
pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi, serta citacitadari narasumber 
yang berkaitan dengan penanganan tindakpidana penipuan. Metode 
pengumpulan data dengan teknikwawancara dilakukan Penulis dalam hal 
meminta pandangannarasumber terkait dengan permasalahan yang 
telahdirumuskan. 
2. Studi Pustaka 
Penulis melakukan proses pengumpulan data untuk menjawab 
permasalahan yang telah dirumuskan dengan caramenganalisis bahan – 
bahan pustaka yang terkait denganpermasalahan yang dikaji, baik itu 
bersumber dari bahanhukum primer, sekunder, dan tersier. 
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D. Analisis Data 
Metode analisis data yang digunakan adalah untuk mengolah dan 
menganalisa data yang telah diperoleh selama penelitian adalah analisis 
kualitatif yang dilakukan dengan cara menguraikan data yang telah 
dikumpulkan secara sistematis dengan menggunakan ukuran kualitatif, 
kemudian dideskripsikan sehingga diperoleh pengertian atau pemahaman, 
persamaan, pendapat, dan perbedaan pendapat mengenai perbandingan 
bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder dari penelitian yang 
dilakukan oleh Penulis. Metode berpikir dalam mengambil kesimpulan 
adalah metode deduktif yang menyimpulkan dari pengetahuan yang 
bersifat umum, kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang 
bersifat khusus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 40 
BAB IV  
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
 
A. Penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak 
pidana dengan sengaja memberikan bantuan terhadap 
pembunuhan dalam nomor putusan (1584/Pid.B/2014/PN.MKS.) 
Sebelum penulis menguraikan mengenai penerapan hukum pidana 
materil dalam kasus tindak pidan dengan sengaja memberikan bantuan 
terhadap pembunuhan nomor putusan (1584/Pid,B/2014/PN.MKS) maka 
perlu di ketahui terlebih dahulu posisi kasus dan penjatuhan putusan oleh 
majelis hakim. 
1. Identitas Terdakwa 
Nama lengkap  : RISAL Bin. DG. SAHABU Alias ICCA 
Tempat lahir  : Makassar  
Umur/tgl lahir  : 21 tahun / 27 agustus 1993 
Jenis kelamin  : Laki-laki  
Kewarganegaraan  : Indonesia  
Tempat tinggal  :  Jl. Bangkala no 107 Kel. Tamalanrea Kec. 
Tamalanrea Kota Makassar . 
Agama  : Islam  
Pekerjaan  : Tukang Batu  
Pendidikan  : SD (sekolah Dasar ) 
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2. Posisi Kasus 
Bahwa bermula pada hari jumat tanggal 13 juni 2014 sekitar jam 
08.00 wita, Terdakwa RISAL  Bin DG. SAHABU Alias ICCA bersama 
dengan saksi RUSDI Alias DUDDING sedang berada di depan rumah 
korban yang mana saat itu terdakwa melihat kearah suami korban yakni 
ANDI ZAINAL ABIDIN Alias BIDIN sehingga saat itu ANDI ZAINAL ABIDIN 
Alias BIDIN mengatakan kepada terdakwa dengan mengatakan “kenapa 
kamu lihat lihati saya “ dan dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan 
“tidak ji baruki ku lihat di kampong ini, mauja berteman” kemudian 
saksiANDI ZAINAL ABIDIN Alias BIDIN mendatangi terdakwa dan saksi 
RUSDI Alias DUDDING namun pada saat itu terdakwa dan RUSDI Alias 
DUDDING langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya 
pada hari sabtu tanggal 14 juni 2014 sekitar jam 01.00 wita terdakwa 
bersama dengan saksi RYAN HIDAYAT Alias DAYAT Bin DG. LEWA, 
SAKSI RUSDI Alias DUDDING dan lk.RISWANDI Alias DANDI (DPO) 
kembali mendatangi rumah korban, dan sesampainya di rumah korban, 
terdakwa   bersama dengan saksi RYAN HIDAYAT Alias DAYAT Bin DG. 
LEWA, saksi RUSDI Alias DUDDING dan lk. RISWANDI Alias DANDI 
langsung naik ke kamar kost korban yang berada di lantai dua dan 
kemudian terdakwa mengetuk-ngetuk pintu kamar korban sehingga saat 
itu korban membuka pintu kamarnya, lalu terdakwa bertanya kepada 
korban dengan mengatakan “mana suamimu” dan di jawab oleh korban 
“ada” selanjutnya korban membangunkan suaminya yakni saksi ANDI 
ZAINAL ABIDIN Alias BIDIN lalu ANDI ZAINAL ABIDIN Alias BIDIN keluar 
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dari kamarnya dengan membawa parang, sehingga saat itu terdakwa 
bersama dengan saksi RYAN HIDAYAT Alias DAYAT Bin DG. LEWA, 
RUSDI Alias DUDDING dan Lk. RISWANDI Alias DANDI langsung turun 
dari lantai dua dan saat berada di bawah, terdakwa memanggil turun saksi 
ANDI ZAINAL ABIDIN Alias BIDIN dengan mengatakan “turunki dulu 
daeng ada mauv saya tanyakanki” secara berulang, namun saksi ANDI 
ZAINAL ABIDIN Alias BIDIN tidak mau turun sehingga saat itu terdakwa 
bersama dengan saksi RUSDI Alias DUDDING dan saksi RYAN HIDAYAT 
Alias DAYAT Bin DG.LEWA, serta Lk. RISWANDI Alias DANDI kembali 
naik ke lantai dua dengan masing-masing membawa badik sehingga saat 
itu saksi ANDI ZAINAL ABIDIN Alias BIDIN menendang kea rah terdakwa 
selanjutnya terdakwa bersma dengan saksi RUSDI Alias DUDING dan 
saksi RYAN HIDAYAT Alias DAYAT Bin DG. LEWA serta Lk. RISWANDI 
Alias DANDI kembali turun dari lantai dua dan saat berada di bawah 
terdakwa melempar keatas yang mengenai dinding rumah korban lalu 
terdakwa berteriak dengan mengatakan “turunko sundala, gonrong 
kongkong” selanjutnya terdakwa bertanya kepada korban “siapa nama 
bapakmu, kenapako mau di kasi jadi budak” yang mana pada saat itu 
korban mengatakan “DG. SAID TATTO, dia suamiku, kalau suamiku kau 
ganggu saya bunuh kau” hingga terjadi pertengkaran mulut antara korban 
dan  saksi ANDI ZAINAL ABIDIN Alias BIDIN dengan terdakwa diaman 
saat terajdi pertengkaran mulut tersebut dating saksi MURSALIM dan 
menyuruh terdakwa untuk pulang sehingga saat itu terdakwa bersama 
dengan saksi RUSDI Alias DUDDING dan saksi RYAN HIDAYAT Alias 
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DAYAT Bin DG. LEWA serta Lk. RISWANDI Alias DANDI meninggalkan 
tempat tersebut.  
Bahwa atas kejadian tersebut kemudian keesokan harinya 
terdakwa menceritakan  hal tersebut kepada saksi RISAL DG. TABA 
dengan mengatakan “ ada masalahku dengan orang tersebu kepada saksi 
RISAL DG. TABA mengatakan “kenapa na mauko natikam, kalau kamu 
mauji bicara baik baik” selanjutnya terdakwa kembali mengatakan kepada 
saksi RISAL DG. TABA “ memang itu abiding mau menguasai itu satu 
kampong, dia tidak takut sama semua orang bangkala, anak-anak 
bangkala bencong semua” sehingga atas penyampaian tersebut saksi 
Risal Bin TABA ikut emosi.  
 Selanjutnya pada malam harinya sekitar jam 21.00 wita terdakwa 
bersama dengan saksi RUSDI Alias DUDDING dan saksi RYAN HIDAYAT 
Alias DAYAT Bin DG. LEWA, serta Lk. RISWANDI Alias DANDI kembali 
mendatangi rumah korban dan sesampainya di rumah korban, terdakwa 
mengetuk pintu kamar korban namun saat itu korban tidak membuka pintu 
kamarnya sehinga saat itu terdakwa bersma dengan saksi RUSDI Alias 
DUDDING dan saksi RYAN HIDAYAT Alias DAYAT Bin DG. LEWA serta 
Lk. RISWANDI ALIAS DANDI meninggalkan rumah korban. 
 Kemudian pada hari senin tanggal 16 juni 2014 sekitar jam 19.30 
wita terdakwa mendapat informasi bahwa korban dan suaminya yajni 
ANDI ZAINAL ABIDIN Alias BIDIN  telah ada di rumahnya sehingga atas 
penyampaian tersebut dan mendengar cerita sebelumnya yang di 
ceritakan oleh terdakwa tentang perbuatan ANDI ZAINAL ABIDIN Alias 
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BIDIN sehingga saat itu terdakwa bersama dengan saksi  RYAN 
HIDAYAT Alias DAYAT Bin DG. LEWA, saksi RISAL DG. TABA dan saksi 
RUSDI Alias DUDDING serta Lk. RISWANDI Alias DANDI mendatangi 
rumah korban dengan menggunakan sepeda motor dengan masing-
masing membawa pisau dan parang yang man pada saat itu saksi RUSDI 
Alias DUDDING berboncengan dengan saksi RYAN HIDAYAT Alias 
DAYAT, sedangkan terdakwa berboncengan dengan Lk  RISWANDI Alias 
DANDI sedangakan saksi RISAL DG. TABA mengendarai sendiri sepeda 
motornya, dan sesampainya di rumah korban , terdakwa bersama dengan 
saksi RYAN HIDAYAT Alias DAYAT Bin DG. LEWA, saksi RISAL DG. 
TABA dan saksi RUSDI Alias DUDDING naik ke kamar korban dilantai 
dua yang masing masing memegang pisau serta parang sedangkan  Lk. 
RISWANDI Alias DANDI menunggu dan berjaga-jaga ditangga, 
selanjutnya saksi RUSDI alias DUDING mengetuk pintu kamar korban 
secara berulang kali sambil mengatakan “mana suamimu” namun saat itu 
tidak ada jawab dari dalam kamar sehingga saat itu saksi RISAL DG. 
TABA sambil memegang parang dan langsung menendang pintu kamar 
korban sehingga pintu kamar korban terbuka dimana saat pintu kamar 
korban terbuka saat itu korban berusaha untuk lari namun di tahan oleh 
saksi RUSDI alias DUDDING dan saksi RISAL DG. TABA selanjutnya 
saksi RISAL DG. TABA langsung mengayunkan parangnnya kea rah leher 
sebelah kiri korban sebanyak 1 (kali) hingga korbsn terjatuh di kasur 
sedangkan terdakwa dan saksi RIAN HIDAYAT Alias DAYAT BIN DG. 
LEWA berjaga jaga di luar kamar sambil memegang parang yang di 
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bawanya, dan pada saat korban telah terjatuh di kasur lalu saksi RISAL 
DG. TABA kembali memarangi korban secara berulang kali yang 
mengenai lengan kanan atas sisi dalam, lengan kanan atas sisi luar, 
lengan kanan bawah, punggung kiri atas, pergelngan tangan kanan, 
lengan kiri bawah dan lutut kiri korban, setelah itu saksi RISAL DG TABA 
bersama dengan terdakwa saksi RYAN HIDAYAT AliasDAYAT BIN DG 
LEWA, dan saksi RUSDI Alias DUDDING serta LK. RISWANDI Alias 
DANDI lari meninggalkan tempat tersebut. 
 Bahwa adapun akibat luka yang dialami oleh korban tersebut 
mengakibatkan nyawa korban tidak dapat tertolong dan meninggal di 
tempat tersebut dimana berdasarkan visumet repertum dari rumah sakit 
Bhayangkara Makassar nomor: ver/09_Mt/VI/2014/Rumkit tanggal 30 juni 
2014 dari hasil pemeriksaan di temukan: 
 Tampak 1 (satu) buah luka bacok pada daerah samping kepala 
kiri sampai daerah pipi kiri, ukuran 18,4 cm x 4,2 cm, disertai 
retaknya tulang samping kepala kiri (os.temporal silistra) dan 
putusnya pembuluh darah (arteri dan vena temporalis 
supervisialis). 
 Tampak 1 (satu) buah luka bacok pada daerah lengan kanan 
atas sisi dalam, ukuran 20,1 cm x 7,5 cm, disertai patahnya 
tulang lengan kanan atas atau (ost.humerus dextra ) dan 
putusnnya pembuluh darah ( arteri dan vena braqnchialis). 
 Tampak 1 (satu) buah luka bacok pada daerah lengan kanan 
atas sisi luar, ukuran 20, 3 cm x 10, 6 cm, di sertai putusnya 
pembuluh darah (arteri dan vena breanchealis) 
 Tampak 1 (satu) buah luka bacok pada daerah lengan kanan 
bawah, ukuran 10,8 cm x 3,2 cm, disertai patahnya tulang 
(ost.radialis dan ulnadekstra) dan putusnya pembuluh darah 
(arteri dan vena radialis serta ulnaris dekstra). 
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 Terdapat 1 (satu) buah lika bacok pada daerah punggung kiri 
atas, ukuran 35,1 cm x 10,8 cm, di sertai retaknya tulang belikat 
(ost, scapula sinistra).  
 Terdapat 1 (satu) buah luka bacok pada daerah pergelangan 
tangan kanan sampai daerah telapak tangan kanan, ukuran 
10,3 cm x 3,2 cm, di sertai patahnya tulang rangka tangan dan 
putusnya nadi nadi jari (arteri digitales palmares destra). 
 Terdapat 1 (satu) buah luka bacok pada lengan kiri bawah sisi 
belakang, ukuran 10,9 cm x 3,6 cm, disertai retak tulang hasta 
(os. Ulna simistra).  
 Terdapat 1 (satu ) buah luka bacok pada daerah lutut kiri, 
ukuran 3,4 cm x 1,2 cm disertai retaknya tempurung lutut (os. 
Patella sinistra). 
 Tampak tanda tanda pendarahan hebat yaitu selaput kelopak 
mata tampak pucat serta kuku kuku jari tangan dan kaki tampak 
pucat. 
 
KESIMPULAN :  
Ditemukan beberapa luka bacok berat pada saerah kepala kiri, 
lengan kanan atas, lengan kanan bawah, lengan kiri bawah, punggung kiri 
atas dan lutut kiri akibat kekerasan tajam yang kuat dan eras, sehingga 
mengakibatkan terjadinya, pendarahan hebat yang beresiko 
menyebabkan kematian secara langsung. 
 Bahwa adapun perbuatan terdakwa yang setelah mengetahui 
korban dan suaminya berada di rumahnya yang kemudian hal tersebut di 
sampaikan kepada saksi RISAL DG. TABA yang kemudian atas 
penyampaian tersebut daksi RISAL DG, TABA menyiapkan parang yang 
kemudian mendatangi rumah korban dengan masing masing membawa 
parang yang kemudian saksi RISAL DG. TABA mendobrak pintu kamar 
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korban hingga terbuka lalu menebaskan parang yang di bawanya  ke 
tubuh korban secara berulang kali, sedangkan terdakwa bersama dengan 
RYAN HIDAYAT Alias DAYAT, RISAL Bin DG SAHABU alias ICCA 
berjaga jaga di depan kamar korban sambil memegang parang di 
bawanya . 
 
3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
Dakwaan disusun dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-
fakta perbuatan tersebut dengan unsur-unsur tindak pidana yang 
bersangkutan. Surat dakwaan yang disusun harus memenuhi persyaratan 
baik formil maupun materiil, sesuai dengan bunyi Pasal 143 Ayat (2) huruf 
a KUHAP disebutkan bahwa syarat formil surat dakwaan meliputi :  
 Surat dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan penuntut 
umum pembuat surat dakwaan;  
 Surat dakwaan harus memenuhi secara lengkap identitas terdakwa 
yang meliputi: nama lengkap, jenis kelamin, kebangsaan, tempat 
tinggal, agama dan pekerjaan;  
Adapun syarat-syarat materiil surat dakwaan adalah tentang :  
 Tindak pidana yang dilakukan;  
 Siapa yang melakukan tindak pidana;  
 Dimana tindak pidana dilakukan;  
 Bilamana/kapan tindak pidana dilakukan;  
 Bagaimana tindak pidana dilakukan;  
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 Akibat apa yang ditimbulkan tindak pidana tersebut (delik 
materiil);  
 Apa yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana 
tersebut (delik-delik tertentu);  
 Ketentuan-ketentuan pidana yang diterapkan;  
Surat Dakwaan adalah sebuah akta yang dibuat oleh penuntut 
umum yang berisi perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada 
terdakwa berdasarkan kesimpulan dari hasil penyidikan. Surat dakwaan 
merupakan senjata yang hanya bisa digunakan oleh Jaksa Penuntut 
Umum berdasarkan atas asas oportunitas yang memberikan hak kepada 
jaksa penuntut umum sebagai wakil dari negara untuk melakukan 
penuntutan kepada terdakwa pelaku tindak pidana.  
Dalam surat dakwaan uraiannya harus Jelas, maksudnya ialah 
penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur tindak pidana 
(delik) yang didakwakan secara jelas dalam arti rumusan unsur-unsur 
delik harus dapat dipadukan dan dijelaskan dalam bentuk uraian fakta 
perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan kata lain uraian unsur-
unsur delik yang dirumuskan dalam pasal yang didakwakan harus dapat 
dijelaskan/ digambarkan dalam bentuk fakta perbuatan yang dilakukan 
oleh terdakwa. Sehingga dalam uraian unsur-unsur dakwaan dapat 
diketahui secara jelas apakah terdakwa dalam melakukan tindak pidana 
yang didakwakan tersebut sebagai Pelaku (dader/pleger), pelaku peserta 
(mede dader/pleger), penggerak (uitlokker), penyuruh (doen pleger) atau 
hanya sebagai pembantu (medeplichting). Apakah unsur yang diuraikan 
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tersebut sebagai tindak pidana penipuan atau penggelapan atau 
pencurian dan sebagainya. Dengan perumusan unsur tindak pidana 
secara jelas dapat dicegah terjadinya kekaburan dalam surat dakwaan 
(obscuur libel). Pendek kata, jelas berarti harus menyebutkan :  
1) Unsur tindak pidana yang dilakukan;  
2) fakta dari perbuatan materiil yang mendukung setiap unsur 
delik;  
3) cara perbutan materiil dilakukan.  
Selain harus jelas surat dakwaan harus lengkap dimana dalam 
menyusun surat dakwaan harus diuraikan unsur-unsur tindak pidana yang 
dirumuskan dalam UU secara lengkap dalam arti tidak boleh ada yang 
tercecer/ tertinggal tidak tercantum dalam surat dakwaan. Surat dakwaan 
harus dibuat sedemikian rupa dimana semua harus diuraikan, baik unsur 
tindak pidana yang didakwakan, perbuatan materiil, waktu dan tempat 
dimana tindak pidana dilakukan sehingga tidak satupun yang diperlukan 
dalam rangka usaha pembuktian di dalam sidang pengadilan yang 
ketinggalan.  
Dalam KUHAP tidak terdapat ketentuan atau Pasal-Pasal yang 
mengatur tentang bentuk dan susunan Surat Dakwaan, sehingga dalam 
praktik penuntutan masing-masing penuntut umum dalam menyusun 
Surat Dakwaan pada umumnya sangat dipengaruhi oleh strategi dan rasa 
seni sesuai dengan pengalaman praktik masing-masing.  
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Setelah melihat Putusan Pengadilan Negeri Barru No 
40/Pid.Sus/2012/PN.BR. dapat disimpulkan bahwa dakwaan yang disusun 
jaksa penuntut umum adalah surat dakwaan Subsider.  
Surat dakwaan subsider adalah surat dakwaan yang di dalamnya 
dirumuskan beberapa tindak pidana secara berlapis dimulai dari delik 
yang paling berat ancaman pidannya sampai dengan yang paling ringan. 
Akan tetapi yang sesungguhnya didakwakan terhadap terdakwa terdakwa 
dan yang harus dibuktikan di depan sidang pengadilan hanya “satu” 
dakwaan. Dalam hal ini pembuat dakwaan bermaksud agar hakim 
memeriksa secara cermat perkara tersebut. 
Ini dapat dilihat dalam susunan dakwaan jaksa penuntut umum 
dalam perkara nomor 1584/Pid.B/2014/PN.MKS. Tindak pidana dengan 
sengaja memberikan bantuan terhadap pembunuhan sebagai berikut:  
Dakwaan : 
Kesatu 
PRIMAIR : 
Bahwa ia terdakwa RISAL Bin. DG. SAHABU Alias ICCA, pada hari 
senin tanggal 16 juni 2014 sekitar jam 20.00 wita atau setidak tidaknya 
pada waktu lain di tahun 2014 bertempat di jalan bangkala BTP blok D kel. 
Tamalanrea kec. Tamalanrea kota Makassar atau setidak tidaknya pada 
suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daeraqh hukum pengadilan 
negeri Makassar, mereka dengan sengaja dan dengan rencana terlebih 
dahulu merampas nyawa orang lain yakni korban EKA INDRIANI, 
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perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai 
berikut : 
Bahwa bermula pada hari jumat tanggal 13 juni 2014 sekitar jam 
08.00 wita, Terdakwa RISAL  Bin DG. SAHABU Alias ICCA bersama 
dengan saksi RUSDI Alias DUDDING sedang berada di depan rumah 
korban yang mana saat itu terdakwa melihat kearah suami korban yakni 
ANDI ZAINAL ABIDIN Alias BIDIN sehingga saat itu ANDI ZAINAL ABIDIN 
Alias BIDIN mengatakan kepada terdakwa dengan mengatakan “kenapa 
kamu lihat lihati saya “ dan dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan 
“tidak ji baruki ku lihat di kampong ini, mauja berteman” kemudian 
saksiANDI ZAINAL ABIDIN Alias BIDIN mendatangi terdakwa dan saksi 
RUSDI Alias DUDDING namun pada saat itu terdakwa dan RUSDI Alias 
DUDDING langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya 
pada hari sabtu tanggal 14 juni 2014 sekitar jam 01.00 wita terdakwa 
bersama dengan saksi RYAN HIDAYAT Alias DAYAT Bin DG. LEWA, 
SAKSI RUSDI Alias DUDDING dan lk.RISWANDI Alias DANDI (DPO) 
kembali mendatangi rumah korban, dan sesampainya di rumah korban, 
terdakwa   bersama dengan saksi RYAN HIDAYAT Alias DAYAT Bin DG. 
LEWA, saksi RUSDI Alias DUDDING dan lk. RISWANDI Alias DANDI 
langsung naik ke kamar kost korban yang berada di lantai dua dan 
kemudian terdakwa mengetuk-ngetuk pintu kamar korban sehingga saat 
itu korban membuka pintu kamarnya, lalu terdakwa bertanya kepada 
korban dengan mengatakan “mana suamimu” dan di jawab oleh korban 
“ada” selanjutnya korban membangunkan suaminya yakni saksi ANDI 
ZAINAL ABIDIN Alias BIDIN lalu ANDI ZAINAL ABIDIN Alias BIDIN keluar 
dari kamarnya dengan membawa parang, sehingga saat itu terdakwa 
bersama dengan saksi RYAN HIDAYAT Alias DAYAT Bin DG. LEWA, 
RUSDI Alias DUDDING dan Lk. RISWANDI Alias DANDI langsung turun 
dari lantai dua dan saat berada di bawah, terdakwa memanggil turun saksi 
ANDI ZAINAL ABIDIN Alias BIDIN dengan mengatakan “turunki dulu 
daeng ada mauv saya tanyakanki” secara berulang, namun saksi ANDI 
ZAINAL ABIDIN Alias BIDIN tidak mau turun sehingga saat itu terdakwa 
bersama dengan saksi RUSDI Alias DUDDING dan saksi RYAN HIDAYAT 
Alias DAYAT Bin DG.LEWA, serta Lk. RISWANDI Alias DANDI kembali 
naik ke lantai dua dengan masing-masing membawa badik sehingga saat 
itu saksi ANDI ZAINAL ABIDIN Alias BIDIN menendang kea rah terdakwa 
selanjutnya terdakwa bersma dengan saksi RUSDI Alias DUDING dan 
saksi RYAN HIDAYAT Alias DAYAT Bin DG. LEWA serta Lk. RISWANDI 
Alias DANDI kembali turun dari lantai dua dan saat berada di bawah 
terdakwa melempar keatas yang mengenai dinding rumah korban lalu 
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terdakwa berteriak dengan mengatakan “turunko sundala, gonrong 
kongkong” selanjutnya terdakwa bertanya kepada korban “siapa nama 
bapakmu, kenapako mau di kasi jadi budak” yang mana pada saat itu 
korban mengatakan “DG. SAID TATTO, dia suamiku, kalau suamiku kau 
ganggu saya bunuh kau” hingga terjadi pertengkaran mulut antara korban 
dan  saksi ANDI ZAINAL ABIDIN Alias BIDIN dengan terdakwa diaman 
saat terajdi pertengkaran mulut tersebut dating saksi MURSALIM dan 
menyuruh terdakwa untuk pulang sehingga saat itu terdakwa bersama 
dengan saksi RUSDI Alias DUDDING dan saksi RYAN HIDAYAT Alias 
DAYAT Bin DG. LEWA serta Lk. RISWANDI Alias DANDI meninggalkan 
tempat tersebut.  
Bahwa atas kejadian tersebut kemudian keesokan harinya 
terdakwa menceritakan  hal tersebut kepada saksi RISAL DG. TABA 
dengan mengatakan “ ada masalahku dengan orang tersebu kepada saksi 
RISAL DG. TABA mengatakan “kenapa na mauko natikam, kalau kamu 
mauji bicara baik baik” selanjutnya terdakwa kembali mengatakan kepada 
saksi RISAL DG. TABA “ memang itu abiding mau menguasai itu satu 
kampong, dia tidak takut sama semua orang bangkala, anak-anak 
bangkala bencong semua” sehingga atas penyampaian tersebut saksi 
Risal Bin TABA ikut emosi.  
Selanjutnya pada malam harinya sekitar jam 21.00 wita terdakwa 
bersama dengan saksi RUSDI Alias DUDDING dan saksi RYAN HIDAYAT 
Alias DAYAT Bin DG. LEWA, serta Lk. RISWANDI Alias DANDI kembali 
mendatangi rumah korban dan sesampainya di rumah korban, terdakwa 
mengetuk pintu kamar korban namun saat itu korban tidak membuka pintu 
kamarnya sehinga saat itu terdakwa bersma dengan saksi RUSDI Alias 
DUDDING dan saksi RYAN HIDAYAT Alias DAYAT Bin DG. LEWA serta 
Lk. RISWANDI ALIAS DANDI meninggalkan rumah korban. 
Kemudian pada hari senin tanggal 16 juni 2014 sekitar jam 19.30 
wita terdakwa mendapat informasi bahwa korban dan suaminya yajni 
ANDI ZAINAL ABIDIN Alias BIDIN  telah ada di rumahnya sehingga atas 
penyampaian tersebut dan mendengar cerita sebelumnya yang di 
ceritakan oleh terdakwa tentang perbuatan ANDI ZAINAL ABIDIN Alias 
BIDIN sehingga saat itu terdakwa bersama dengan saksi  RYAN 
HIDAYAT Alias DAYAT Bin DG. LEWA, saksi RISAL DG. TABA dan saksi 
RUSDI Alias DUDDING serta Lk. RISWANDI Alias DANDI mendatangi 
rumah korban dengan menggunakan sepeda motor dengan masing-
masing membawa pisau dan parang yang man pada saat itu saksi RUSDI 
Alias DUDDING berboncengan dengan saksi RYAN HIDAYAT Alias 
DAYAT, sedangkan terdakwa berboncengan dengan Lk  RISWANDI Alias 
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DANDI sedangakan saksi RISAL DG. TABA mengendarai sendiri sepeda 
motornya, dan sesampainya di rumah korban , terdakwa bersama dengan 
saksi RYAN HIDAYAT Alias DAYAT Bin DG. LEWA, saksi RISAL DG. 
TABA dan saksi RUSDI Alias DUDDING naik ke kamar korban dilantai 
dua yang masing masing memegang pisau serta parang sedangkan  Lk. 
RISWANDI Alias DANDI menunggu dan berjaga-jaga ditangga, 
selanjutnya saksi RUSDI alias DUDING mengetuk pintu kamar korban 
secara berulang kali sambil mengatakan “mana suamimu” namun saat itu 
tidak ada jawab dari dalam kamar sehingga saat itu saksi RISAL DG. 
TABA sambil memegang parang dan langsung menendang pintu kamar 
korban sehingga pintu kamar korban terbuka dimana saat pintu kamar 
korban terbuka saat itu korban berusaha untuk lari namun di tahan oleh 
saksi RUSDI alias DUDDING dan saksi RISAL DG. TABA selanjutnya 
saksi RISAL DG. TABA langsung mengayunkan parangnnya kea rah leher 
sebelah kiri korban sebanyak 1 (kali) hingga korbsn terjatuh di kasur 
sedangkan terdakwa dan saksi RIAN HIDAYAT Alias DAYAT BIN DG. 
LEWA berjaga jaga di luar kamar sambil memegang parang yang di 
bawanya, dan pada saat korban telah terjatuh di kasur lalu saksi RISAL 
DG. TABA kembali memarangi korban secara berulang kali yang 
mengenai lengan kanan atas sisi dalam, lengan kanan atas sisi luar, 
lengan kanan bawah, punggung kiri atas, pergelngan tangan kanan, 
lengan kiri bawah dan lutut kiri korban, setelah itu saksi RISAL DG TABA 
bersama dengan terdakwa saksi RYAN HIDAYAT AliasDAYAT BIN DG 
LEWA, dan saksi RUSDI Alias DUDDING serta LK. RISWANDI Alias 
DANDI lari meninggalkan tempat tersebut. 
Bahwa adapun akibat luka yang dialami oleh korban tersebut 
mengakibatkan nyawa korban tidak dapat tertolong dan meninggal di 
tempat tersebut dimana berdasarkan visumet repertum dari rumah sakit 
Bhayangkara Makassar nomor: ver/09_Mt/VI/2014/Rumkit tanggal 30 juni 
2014 dari hasil pemeriksaan di temukan: 
 Tampak 1 (satu) buah luka bacok pada daerah samping kepala 
kiri sampai daerah pipi kiri, ukuran 18,4 cm x 4,2 cm, disertai 
retaknya tulang samping kepala kiri (os.temporal silistra) dan 
putusnya pembuluh darah (arteri dan vena temporalis 
supervisialis). 
 Tampak 1 (satu) buah luka bacok pada daerah lengan kanan 
atas sisi dalam, ukuran 20,1 cm x 7,5 cm, disertai patahnya 
tulang lengan kanan atas atau (ost.humerus dextra ) dan 
putusnnya pembuluh darah ( arteri dan vena braqnchialis). 
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 Tampak 1 (satu) buah luka bacok pada daerah lengan kanan 
atas sisi luar, ukuran 20, 3 cm x 10, 6 cm, di sertai putusnya 
pembuluh darah (arteri dan vena breanchealis) 
 Tampak 1 (satu) buah luka bacok pada daerah lengan kanan 
bawah, ukuran 10,8 cm x 3,2 cm, disertai patahnya tulang 
(ost.radialis dan ulnadekstra) dan putusnya pembuluh darah 
(arteri dan vena radialis serta ulnaris dekstra). 
 Terdapat 1 (satu) buah lika bacok pada daerah punggung kiri 
atas, ukuran 35,1 cm x 10,8 cm, di sertai retaknya tulang belikat 
(ost, scapula sinistra).  
 Terdapat 1 (satu) buah luka bacok pada daerah pergelangan 
tangan kanan sampai daerah telapak tangan kanan, ukuran 
10,3 cm x 3,2 cm, di sertai patahnya tulang rangka tangan dan 
putusnya nadi nadi jari (arteri digitales palmares destra). 
 Terdapat 1 (satu) buah luka bacok pada lengan kiri bawah sisi 
belakang, ukuran 10,9 cm x 3,6 cm, disertai retak tulang hasta 
(os. Ulna simistra).  
 Terdapat 1 (satu ) buah luka bacok pada daerah lutut kiri, 
ukuran 3,4 cm x 1,2 cm disertai retaknya tempurung lutut (os. 
Patella sinistra). 
 Tampak tanda tanda pendarahan hebat yaitu selaput kelopak 
mata tampak pucat serta kuku kuku jari tangan dan kaki tampak 
pucat. 
 
Dengan kesimpulan :  
Ditemukan beberapa luka bacok berat pada saerah kepala kiri, 
lengan kanan atas, lengan kanan bawah, lengan kiri bawah, punggung kiri 
atas dan lutut kiri akibat kekerasan tajam yang kuat dan eras, sehingga 
mengakibatkan terjadinya, pendarahan hebat yang beresiko 
menyebabkan kematian secara langsung. 
Bahwa adapun perbuatan terdakwa yang setelah mengetahui 
korban dan suaminya berada di rumahnya yang kemudian hal tersebut di 
sampaikan kepada saksi RISAL DG. TABA yang kemudian atas 
penyampaian tersebut daksi RISAL DG, TABA menyiapkan parang yang 
kemudian mendatangi rumah korban dengan masing masing membawa 
parang yang kemudian saksi RISAL DG. TABA mendobrak pintu kamar 
korban hingga terbuka lalu menebaskan parang yang di bawanya  ke 
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tubuh korban secara berulang kali, sedangkan terdakwa bersama dengan 
RYAN HIDAYAT Alias DAYAT, RISAL Bin DG SAHABU alias ICCA 
berjaga jaga di depan kamar korban sambil memegang parang di 
bawanya . 
 
 Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
pada Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 56 – ke 1 KUHP. 
 
SUBSIDIAR : 
Bahwa ia terdakwa RISAL Bin. DG SAHABU  Alias ICCA, pada  
hari senin tanggal 16 juni 2014 sekitar jam 20.00 wita atau setidak 
tidaknya pada waktu lain di tahun 2014 bertempat dijalan bangkala BTP  
blok D kel. Tamalanrea kec. Tamalnrea kota Makassar atau setidak 
tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah 
hukum pengadilan negeri Makassar mereka sengaja memberikan bantuan 
pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang 
lain yakni korban EKA INDRIANI, perbuatan mana dilakukan oleh 
terdakwa dengan cara cara antara lain sebagai berikut:  
Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula ketika 
terdakwa mendapat informasi bahwa kprban EKA INDRIANI dan 
suaminya yakni saksi ANDI ZAINAL ABIDIN Alias BIDIN telah ada 
dirumahnya sehingga saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi 
RISAL DG. TABA bahwa saksi ANDI ZAINAL ABIDIN Alias BIDIN telah 
ada di rumahnya sehingga atas penyampaian tersebut lalu terdakwa 
bersama dengan saksi RYAN HIDAYAT Alias Bin DG. LEWA, saksi RISAL 
DG. TABA dan saksi RUSDI Alias DUDDING serta LK. RISWANDI Alias 
DANDI mendatangi rumah korban dengan menggunakan sepeda motor 
dengan masing masing membawa pisau dan parang yang mana saat itu 
saksi saksi RUSDI Alias DUDDING  berboncengan dengan saksi RYAN 
HIDAYAT Alias DAYAT sedangkan terdakwa berboncengan dengan LK. 
RISWANDI Alias DANDI sedangkan saksi RISAL DG. TABA mengendarai 
sendiri sepeda motornya, dan sesampainya dirumah korban, terdakwa 
bersama dengan saksi RYAN HODAYAT Alias DAYAT Bin. DG. LEWA 
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naik ke kamar korban di lantai dua (2) yang masing masing memegang 
pisau serta parang sedangkan lk. RISWANDI Alias DANDI menunggu dan 
berjaga jaga ditangga, sedangkan saksi RUSDI Alias DUDDING 
mengetuk pintu kamar korban secara berulang kali sambil mengatakan” 
mana suamimu” namun saat itu tidak ada jawaban dari dalam kamar 
korban sehingga saat itu saksi RISAL DG. TABA sambil memegang 
parang dan langsung menendang pintu kamar korban hingga pintu kamar 
korban terbuka dimana saat itu kamar korban terbuka, saat itu korban 
berusaha untuk lari namun ditahan oleh saksi RUSDI Alias DUDDING  
dan saksi RISAL DG. TABA selanjutnya saksi RISALA DG. TABA 
langsung mengayunkan parangnnya kearah leher sebelah kiri korban 
secara berulang kali yang mengenai tangan kanan atas sisi dalam, lengan 
kanan atas sisi luar, lengan kanan bawah, punggung kiri atas, 
pergelangan tangan kanan, lengan kiri bawah dan lutut kiri korban, setelah 
itu saksi RISAL DG. TABA bersama dengan terdakwa, saksi RYAN 
HIDAYAT Alias DAYAT Bin. DG. LEWA, dan saksi RUSDI Alias 
DUDDING Alias DUDDING serta LK. RISWANDI Alias DANDI lari 
meninggalkan tempat tersebut.  
Bahwa adapun akibat luka yang dialami oleh korban tersebut 
mengakibatkan nyawa korban tidak dapat tertolong dan meninggal di 
tempat tersebut dimana berdasarkan visumet repertum dari rumah sakit 
Bhayangkara Makassar nomor: ver/09_Mt/VI/2014/Rumkit tanggal 30 juni 
2014 dari hasil pemeriksaan di temukan: 
 Tampak 1 (satu) buah luka bacok pada daerah samping kepala 
kiri sampai daerah pipi kiri, ukuran 18,4 cm x 4,2 cm, disertai 
retaknya tulang samping kepala kiri (os.temporal silistra) dan 
putusnya pembuluh darah (arteri dan vena temporalis 
supervisialis). 
 Tampak 1 (satu) buah luka bacok pada daerah lengan kanan 
atas sisi dalam, ukuran 20,1 cm x 7,5 cm, disertai patahnya 
tulang lengan kanan atas atau (ost.humerus dextra ) dan 
putusnnya pembuluh darah ( arteri dan vena braqnchialis). 
 Tampak 1 (satu) buah luka bacok pada daerah lengan kanan 
atas sisi luar, ukuran 20, 3 cm x 10, 6 cm, di sertai putusnya 
pembuluh darah (arteri dan vena breanchealis) 
 Tampak 1 (satu) buah luka bacok pada daerah lengan kanan 
bawah, ukuran 10,8 cm x 3,2 cm, disertai patahnya tulang 
(ost.radialis dan ulnadekstra) dan putusnya pembuluh darah 
(arteri dan vena radialis serta ulnaris dekstra). 
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 Terdapat 1 (satu) buah lika bacok pada daerah punggung kiri 
atas, ukuran 35,1 cm x 10,8 cm, di sertai retaknya tulang belikat 
(ost, scapula sinistra).  
 Terdapat 1 (satu) buah luka bacok pada daerah pergelangan 
tangan kanan sampai daerah telapak tangan kanan, ukuran 
10,3 cm x 3,2 cm, di sertai patahnya tulang rangka tangan dan 
putusnya nadi nadi jari (arteri digitales palmares destra). 
 Terdapat 1 (satu) buah luka bacok pada lengan kiri bawah sisi 
belakang, ukuran 10,9 cm x 3,6 cm, disertai retak tulang hasta 
(os. Ulna simistra).  
 Terdapat 1 (satu ) buah luka bacok pada daerah lutut kiri, 
ukuran 3,4 cm x 1,2 cm disertai retaknya tempurung lutut (os. 
Patella sinistra). 
 Tampak tanda tanda pendarahan hebat yaitu selaput kelopak 
mata tampak pucat serta kuku kuku jari tangan dan kaki tampak 
pucat. 
 
Dengan kesimpulan :  
Ditemukan beberapa luka bacok berat pada saerah kepala kiri, 
lengan kanan atas, lengan kanan bawah, lengan kiri bawah, punggung kiri 
atas dan lutut kiri akibat kekerasan tajam yang kuat dan eras, sehingga 
mengakibatkan terjadinya, pendarahan hebat yang beresiko 
menyebabkan kematian secara langsung. 
 Bahwa adapun perbuatan terdakwa yang setelah mengetahui 
korban dan suaminya berada di rumahnya yang kemudian hal tersebut di 
sampaikan kepada saksi RISAL DG. TABA yang kemudian atas 
penyampaian tersebut daksi RISAL DG, TABA menyiapkan parang yang 
kemudian mendatangi rumah korban dengan masing masing membawa 
parang yang kemudian saksi RISAL DG. TABA mendobrak pintu kamar 
korban hingga terbuka lalu menebaskan parang yang di bawanya  ke 
tubuh korban secara berulang kali, sedangkan terdakwa bersama dengan 
RYAN HIDAYAT Alias DAYAT, RISAL Bin DG SAHABU alias ICCA 
berjaga jaga di depan kamar korban sambil memegang parang di 
bawanya . 
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Pertama  :  Perbuatan terdakwa RISAL Bin.DG SAHABU Alias ICCA 
Sebagai mana diatur dan diancam pidana pada pasal 340 
KUHP jo pasal 56 KE - 1 KUHPidana.    
Kedua  :  Perbuatan terdakwa RISAL Bin. DG SAHABU Alias ICCA 
sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 338 
KUHP jo. Pasal 56 ke- 1 KUHPidana.  
Ketiga  :   Perbuatan terdakwa RISAL Bin. DG SAHABU Alias ICCA 
sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 351 
ayat 3 KUHP jo. Pasal 56 ke- 1 KUHP. 
Keempat  :  Perbuatan terdakwa RISAL Bin. DG SAHABU Alias ICCA 
sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada pasal 340 
KUHP Jo. Pada 56 ke – 2 KUHPidana. 
Kelima  :  Perbuatan terdakwa RISAL Bin. DG SAHABU Alias ICCA 
sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada pasal 338 
KUHP Jo. Pasal 56 ke – 2 KUHPidana.  
Keenam  :   Perbuatan terdakwa RISAL Bin. DG SAHABU Alias ICCA 
sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada pasal 351 
ayat 3 KUHP Jo. Pasal 56 ke – 2 KUHPidana.  
 
4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum  
Tuntutan jaksa penuntut umum, diajukan oleh penuntut umum 
setelah pemeriksaan disidang pengadilan dinyatakan selesai sesuai 
dengan Pasal 182 ayat 1 KUHAP yang menyatakan bahwa surat tuntutan 
dibacakan setelah proses pembuktian di persidangan pidana selesai 
dilakukan.  
Surat tuntutan ini sendiri berisikan tuntutan pidana. Surat Tuntutan 
atau dalam bahasa lain disebut dengan Rekuisitor adalah surat yang 
memuat pembuktian Surat Dakwaan berdasarkan alat-alat bukti yang 
terungkap di persidangan dan kesimpulan penuntut umum tentang 
kesalahan terdakwa disertai dengan tuntutan pidana. Agar supaya Surat 
Tuntutan tidak mudah untuk disanggah oleh terdakwa/ penasehat 
 59 
hukumnya, maka Surat Tuntutan harus dibuat dengan lengkap dan benar. 
Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat Surat 
Tuntutan : 
 Surat Tuntutan harus disusun secara sistematis. 
  Harus menggunakan susunan tata bahasa indonesia yang baik 
dan benar. 
  Isi dan maksud dari Surat Tuntutan harus jelas dan mudah 
dimengerti. 
  Apabila menggunakan teori hukum harus menyebut 
sumbernya. 
Adapun tuntutan dalam perkara pidana dalam Putusan No 
1584/Pid.B/2014/PN.MKS. Dapat dilihat dalam tuntutan jaksa penuntut 
umum yang pada pokoknya meminta pada majelis hakim untuk 
memutuskan: 
1. Menyatakan terdakwa RISAL Bin.DG SAHABU Alias ICCA 
terbukti dan secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana “Mereka yang dengan sengaja memberikan bantuan 
pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu” 
sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 340 KUHP. Jo. 
Pasal 56 ke – 1 KUHP. Dalam dakwaan kesatu primair. 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RISAL Bin DG. 
SAHABU Alias ICCA dengan pidana penjara selama 12 tahun di 
kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara 
dengan perintah terdakwa tetap ditahan dengan jenis 
penahanan rumah tahanan Negara; 
3. Menetapkan barang bukti berupa : 
 1 (Satu) buah baju kaos warna putih yang berlumuran darah. 
 1 (satu) buah parang yang bersarung kayu dan bergagang 
kayu. 
 1 (satu) buh parang yang bergagang kayu dan bersarung 
kertas putih.  
 1 (satu) buah pisau besi putih bergagang dan bersarung 
kayu. 
 60 
Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan 
dalam perkara lain. 
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar 
Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah ). 
 
5. Amar Putusan  
MENGADILI 
 Menyatakan terdakwa RISAL Bin. DG. SAHABU Als. ICCA 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana “DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN BANTUAN 
TERHADAP PEMBUNUHAN ; 
 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan 
pidana selama 9 (sembilan) tahun ; 
 Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;  
 Menetapkan barang buti berupa : 1 (satu) buah pisau besi putih, 
dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan 
dalam perkara lain;  
 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 
2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); 
 
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Makassar pada hari KAMIS Tanggal 18 DESEMBER 
2014 Oleh kami  H. MUH. ANSHAR MADJID, SH. M.HUM dan 
R.BERNADETTE SAMOSIR, SH masing masing sebagai hakim anggota, 
putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada 
hari tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh 
MUH. UNGARDIN KAMSYAR, SH. MH sebagai panitera pengganti dan 
dihadiri, MUH. YUSUF, SH Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;   
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6. Analisis Penulis 
Menurut penulis surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum 
telah memenuhi syarat formal dan materiil surat dakwaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 143 ayat 2 KUHP, yaitu harus memuat tanggal dan 
ditanda tangani oleh penuntut umum serta identitas lengkap terdakwa, 
selain itu juga harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap 
mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu 
dan tempat tindak pidana dilakukan. Penyusunan surat dakwaan penuntut 
umum harus bersifat cermat atau teliti terutama yang berkaitan dengan 
penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar tidak 
terjadi kekurangan atau kekeliruan yang mengakibatkan batalnya surat 
dakwaan atau unsur-unsur dalam dakwaan tidak berhasil dibuktikan. 
Dakwaan yang didakwakan merupakan dakwaan Subsider 
sehingga majelis hakim langsung memilih dan membuktikan dakwaan 
mana yang dirasa unsur-unsurnya sesuai dengan perbuatan yang 
dilakukan oleh terdakwa. 
Terdakwa dalam kasus ini berdasarkan surat dakwaan penuntut 
umum, di kenakan Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 56 ke – 1 KUHPidana.; 
Apabila dikaitkan dengan posisi kasus yang telah dibahas 
sebelumnya maka unsur-unsur pidana yang harus dipenuhi dari perbuatan 
itu dapat di hukum, adalah sebagai berikut: 
a. Unsur Barang Siapa  
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Unsur barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja yang 
merupakan subjek hukum berupa manusia yang dapat dipertanggung 
jawabkan atas perbuatannya. 
Yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada 
pelaku tindak pidana (orang perseorangan yang saat ini sedang di dakwa, 
dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (Error in 
persona) maka identitasnya harus di uaraikan secara cermat jelas dan 
lengkap dalam surat dakwaan. 
 Dalam durat dakwaan jaksa penuntut umum yang di dakwa sebagai 
pelaku tindak pidana adalah ialah RISAL Bin. DG SAHABU Alias ICCA 
yang identitasnya telah di sebutkan dalam surat dakwaan dan telah pula 
dibenarkan oleh terdakwa serta diperkuat oleh keterangan saksi saksi, 
bahwa dalam kenyataannya terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan 
rohani sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan. 
Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti. 
b. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu. 
Bahwa didalam undang undang hukum pidana, pengertian sengaja 
tidak di jelaskan, akan tetapi menurut memori Van Tolichting (M.U.T) 
sengaja adalah mengetahui dan menghendaki akibat yang ditimbulkan 
dari perbuatannya tersebut.  
Sedangkan direncanakan lebih dahulu adalah pelaksanaan 
perbuatan oleh pelaku dalam hal merampas nyawa orang tersebut, 
terdapat jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan 
pelaksanaan pembunuhan tersebut masih sedemikian luang, sehingga 
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pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan tersebut di teruskan 
atau dibatalkan, waktu yang sebagaimna tersebut diatas tidak boleh 
demikian sempit tetapi juga tidak perlu terlalu lama, bahwa yang utama 
adalah dalam waktu tersebut, pelaku masih dapat berfikir dengan tenang, 
apakah ia akan membatalkan niatnya atau meneruskan rencananya.  
Bahwa berdasarkan alat bukti yaitu berupa keterangan saksi saksi 
keterangan terdakwa, alat bukti, surat, dan barang bukti yang di ajukan 
yang terungkap di persidangan terungkap fakta fakta sebagai berikut;  
Bahwa adapun menurut penuntut umum berdasarkan uraian posisi 
kasus tersebut maka yang dipandang sebagai suatu perbuatan persiapan 
sehingga jarak waktu antara timbulnya niat dan pelaksanaan perbuatan 
tersebut masih sedemikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir 
yaitu saksi RISAL dg. TABA apakah perbuatan tersebut diteruskan atau di 
batalkan adalah sebagai berikut ;  
Bahwa setelah RISAL DG. TABA  mengetahui bahwa korban dan 
suaminya berada di rumahnya kemudian RISAL DG. TABA 
menyiapparang lalu RISAL DG. TABA bersama dengan RYAN 
HIDAYAT Alias DAYAT, RUSDI Alias DUDDING dan RISWANDI 
Alias WANDI serta terdakwa dengan masing masing membawa 
parang mendatangi rumah korban hal mana sesuai dengan fakta 
persidangan luka yang dialami oleh korban akibat perlikaan tajam 
(visume et repertum nomor : ver/09-MT/VI/2014/Rumkit tanggal 30 
juni 2014) maka dapat ditarik kesimpulan bahwa korban meninggal 
dunia akibat sabetan parang di hubungkan dengan uraian tersebut 
diatas ( melengkapi diri dengan parang ) maka dapatlah dipandang 
secara hukum bahwa pelaksanaan pelaku dalam hal merampas 
nyawa orang tersebut, jarak waktu antara timbulnya niat untuk 
membunuh dan pelaksanaan pembunuhan tersebut masih 
sedemikian luang sehingga pelaku masih dapat berfikir, 
apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan. Waktu 
yang sebagaimana tersebut diatas, tidak boleh demikian 
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sempit tetapi juga tidak perlu terlalu lama, bahwa yang utama 
adalah dalam waktu tersebut pelaku masih dapat berfikir 
dengan tenang apakah ia akan membatalkan niatnya atau 
meneruskan rencananya, telah terpenuhi secara hukum, oleh 
karena seandainya jika parang sebagaimana dimaksud sebagai 
alat yang digunakan untuk melakukan perbuatan sebagaimna 
tersebut diatas tidak dipersiapkan maka tentu saja peristiwa yang 
mengakibatkan matinya korban tidak akan terjadi, atau setidak 
tidaknya parang yang telah dipersiapkan tersebut tidak perlu 
dibawah masuk ketempat kejadian perkara jika memang benar 
niatnya pelaku tidak untuk menghilangkan nyawa korban dengan 
menggunakan parang yang telah dipersiapkannya. 
 
c. Unsur merampas nyawa orang orang lain  
Bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi keterangan terdakwa 
serta alat bukti surat maka perbuatan saksi RISAL DG. TABA 
sebagaimana yang diuraikan pada unsure dengan sengaja dan  dengan 
direncanakan terlebih dahulu sebagaimana uraian tersebut diatas telah 
menyebabkan orang lain yakni korban EKA INDRIANI meninggal dunia 
oleh karena mengalami mengalami luka sebagaimna visume er repertum 
yang diajukan dalam alat bukti surat sebagaimana terurai di bawah ini:  
Surat vesum et repertum dari rumah sakit bhayangkara Makassar 
nomor: Ver/09-Mt/VI/2014/Rumkit tanggal 30 juni 2014 yang 
diperiksa oleh Dr. MAULUDDIN M,SpF dari hasil pemeriksaan 
ditemuikan: 
 Tampak 1 (satu) buah luka bacok pada daerah samping kepala 
kiri sampai daerah pipi kiri, ukuran 18,4 cm x 4,2 cm, disertai 
retaknya tulang samping kepala kiri (os.temporal silistra) dan 
putusnya pembuluh darah (arteri dan vena temporalis 
supervisialis). 
 Tampak 1 (satu) buah luka bacok pada daerah lengan kanan 
atas sisi dalam, ukuran 20,1 cm x 7,5 cm, disertai patahnya 
tulang lengan kanan atas atau (ost.humerus dextra ) dan 
putusnnya pembuluh darah ( arteri dan vena braqnchialis). 
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 Tampak 1 (satu) buah luka bacok pada daerah lengan kanan 
atas sisi luar, ukuran 20, 3 cm x 10, 6 cm, di sertai putusnya 
pembuluh darah (arteri dan vena breanchealis) 
 Tampak 1 (satu) buah luka bacok pada daerah lengan kanan 
bawah, ukuran 10,8 cm x 3,2 cm, disertai patahnya tulang 
(ost.radialis dan ulnadekstra) dan putusnya pembuluh darah 
(arteri dan vena radialis serta ulnaris dekstra). 
 Terdapat 1 (satu) buah lika bacok pada daerah punggung kiri 
atas, ukuran 35,1 cm x 10,8 cm, di sertai retaknya tulang belikat 
(ost, scapula sinistra).  
 Terdapat 1 (satu) buah luka bacok pada daerah pergelangan 
tangan kanan sampai daerah telapak tangan kanan, ukuran 
10,3 cm x 3,2 cm, di sertai patahnya tulang rangka tangan dan 
putusnya nadi nadi jari (arteri digitales palmares destra). 
 Terdapat 1 (satu) buah luka bacok pada lengan kiri bawah sisi 
belakang, ukuran 10,9 cm x 3,6 cm, disertai retak tulang hasta 
(os. Ulna simistra).  
 Terdapat 1 (satu ) buah luka bacok pada daerah lutut kiri, 
ukuran 3,4 cm x 1,2 cm disertai retaknya tempurung lutut (os. 
Patella sinistra). 
 Tampak tanda tanda pendarahan hebat yaitu selaput kelopak 
mata tampak pucat serta kuku kuku jari tangan dan kaki tampak 
pucat. 
 
Dengan kesimpulan: Ditemukan beberapa luka bacok berat pada 
saerah kepala kiri, lengan kanan atas, lengan kanan bawah, lengan kiri 
bawah, punggung kiri atas dan lutut kiri akibat kekerasan tajam yang kuat 
dan eras, sehingga mengakibatkan terjadinya, pendarahan hebat yang 
beresiko menyebabkan kematian secara langsung.  
Berdasarkan keterangan dan uraian tersebut diatas maka unsur 
“merampas nyawa orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan. 
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d. Unsur mereka yang dengan sengaja memberikan bantuan pada 
waktu kejahatan dilakukan. 
Sebagaimana disebutkan dalam pasal 56 KUHP, pembantuan ada 
2 (dua) jenis, yaitu: 
1) Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan. Cara bagaimana 
pembantuannya tidak disebutkan dalam KUHP. Pembantuan 
pada saat kejahatan dilakukan ini mirip dengan turut serta 
(medpleger), namun perbedaannya terletak pada: 
 Pada pembantuan perbuatannya hanya bersifat membantu 
atau menunjang, sedang pada turut serta merupakan 
perbuatan pelaksanaan.  
 Pada pembantuan, pembantuan hanya sengaja memberi 
bantuan tanpa diisyaratkan harus kerja sama dan tidak 
bertujuan atau berkepentingan sendiri, sedangkan dalam 
turut serta, orang yang turut serta sengaja melakukan tindak 
pidana, dengan cara bekerja sama dan mempunyai tujuan 
sendiri. 
 Pembantuan dalam pelanggaran tidak dipidana (pasal 60 
KUHP ), sedangkan turut serta dalam pelanggaran tetap 
dipidana. 
 Maksimum pidana pembantu adalah maksimum pidana 
yang bersangkutan dikurangi 1/3 (sepertiga), sedangkan 
turut serta dipidana sama . 
 
2) Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan, yang dilakukan 
dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan. 
Pembantuan dalam rumusan ini mirip dengan penganjuran 
(uitlokking). Perbedaannya pada niat atau kehendak, pada 
pembantuan kehendak jahat pembantuan materil sudah ada 
sejak semula atau tidak ditimbulkan oleh pembantu, sedangkan 
dalam penganjuran, kehendak melakukan kejahatan padea 
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pembuat material ditimbulkan ole penganjur. Bahwa 
berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta 
fakta yang terungkap dipersidangan yang pada pokoknya 
perbuatan terdakwa adalah sebagai berikut:  
 Bahwa setelah mengetahui korban dan suaminya telah 
berada dirumahnya kemudian terdakwa bersama dengan 
RUSDI Alias DUDDING, RISAL DG. TABA, RYAN HIDAYAT 
Alias DAYAT Bin. DG LEWA, RISWANDI Alias DANDI 
mendatangi korban dirumahnya dengan masing masing 
membawa parang dan saat telah berada dirumah korban 
terdakwa bersama dengan RISAL DG. TABA RUSDI Alias 
DUDDING, RYAN HIDAYAT Alias DAYAT Bin. DG LEWA, 
RISWANDI Alias DANDI naik kerumah korban yang 
kemudian RUSDI Alias DUDDING mengetuk pintu kamar 
korban secara berulang kali namun oleh korban tidak 
membukakan pintu sehingga RISAL DG. TABA mendobrak 
pintu kamar korban hingga pintu kamar korban terbuka 
dimana saat pintu kamar korban terbuka RISAL DG. TABA 
langsung menebaskan parang yang dibawanya ke tubuh 
korban secara berulang ulang sedangkan terdakwa 
bersama dengan RYAN HIDAYAT Alias DAYAT, RUSDI 
Alias DUDDING berjaga jaga didepan kamar korban 
sambaing memegang parang yang dibawanya. 
 
Berdasarkan keterangan dan uraian tersebut di atas maka unsure.  
Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan 
dilakukan “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan.  
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B. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak  Pidana 
Dengan Sengaja Memberikan Bantuan Terhadap Pembunuhan 
Nomor 1584/Pid.B/2014/PN.MKS. 
1. Pertimbangan Hukum Hakim 
Menimbang, bahwa ia terdakwa RISAL Bin Dg. SAHABU Als ICCA 
telah dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan : Pertama pasal 340 
KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHPidana, kedua pasal 338 KUHP Jo. Pasal 56 
ke-1 KUHP, ketiga pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 56 Ke – 1 KUHP;  
Menimbang, bahwa dipersidangan jaksa penuntut umum telah 
menghadapkan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya 
dibawah sumpah yakni, 1. Muh. FITRAH, 2. RISAL DG. TABA, 3. RYAN 
HIDAYAT Als DAYAT, 4. RUSDI Als DUDDING, dan 5. ANDI ZAINAL 
ABIDIN, selain itu terdakwa tidak mengajukan  saksi Ade Charge; 
Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan 
terdakwa yang selengkapnya termuat di dalam berita acara;  
Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang 
bukti seperti yang tersebut diatas;  
Menimbang, bahwa keterangan saksi dan keterangan terdakwa 
saling menunjukkan kesesuaian yang di dukung pula dengan dengan bukti 
yang ada, sehingga melahirkan kesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, 
“DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN BANTUAN TERHADAP 
PEMBUNUHAN “ sebagaiman diatur dan diancam pidana dalam pasal 
338 KUHPidana; 
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Menimbang,  bahwa pidan sebagai mana terurai dalam amar 
putusan dinilai Majelis Hakim sudah memenuhi rasa keputusan dan 
keadilan; 
Menimbang, bahwa karena terbukti bersalah maka ia terdakwa 
akan dijatuhi pidana yang dipandang setimpal dengan perbuatannya serta 
memperhatikan hal – hal yang memberatkan dan meringankan sebagai 
berikut;  
Hal – hal yang memberatkan: 
1) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; 
2) Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan duka yang 
mendalam bagi keluarga korban  
Hal – hal yang meringankan : 
1) Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan; 
2) Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya; 
3) Terdakwa belum pernah dihukum; 
4) Terdakwa masih muda; 
Menimbang, bahwa selanjutnya tentang lamanya terdakwa berada 
dalam tahanan sementara, maka perlu ditetapkan bahwa dalam menjalani 
pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya;  
Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini diserahkan 
kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara ini;  
Menimbang, bahwa status tahanan terdakwa harus dipertahankan; 
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti 
bersalah dan dipidana, maka ia harus membayar biaya perkara; 
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Memperhatikan pasal pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 56 ke 1 
KUHPidana dan perundang undangan serta peraturan lain yang 
bersangkutan;  
2. Analisis Penulis 
Berkaitan dengan perkara yang penulis bahas dan setelah 
melakukan wawancara dengan ketua Majelis Hakim yang memutus kasus 
ini yaitu H. MUH. ANSHAR MADJID, SH. MH. Maka diperoleh gambaran 
tentang kasus ini. 
Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh kesimpulan bahwa, ada 
kaitan antara pemidanaan dengan fakta – fakta serta keadaan yang 
meliputi kasus ini. Alasan Hakim tidak menggunakan dakwaan kesatu 
primair yakni Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 56 ke – 1 KUHPidana  tentang 
“Mereka yang dengan sengaja memberikan bantuan pembunuhan 
dengan direncanakan terlebih dahulu”. Pertimbangan Hakim bahwa 
terdakwa RISAL Bin DG TABA Alias ICCA dalam keadaan yang 
emosional dan terdakwa hanya berjaga jaga di depan pintu kamar korban 
yang tepatnya berada di tangga dan tidak melakukan pembunuhan serta 
tidak menggunakan alat berupa pisau yang di bawahnya melakukan 
tindakan yang menyebabkan kematian, maka unsur perencanaa tidak 
terpenuhi dan seketika itu juga informasi berlangsung begitu cepat 
,kejadian tersebut tidak memungkinkan bagi masing masing para 
terdakwa untuk memikirkan cara tenang untuk melakukan perbuatannya. 
Sehingga perbuatan para terdakwa belum cukup untuk menentukan atau 
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menunjukkan adanya fakta bahwa terdakwa telah merencanakan 
pembunuhan.  
Menurut hemat penulis, hakim juga harusnya mempertimbangkan 
mulai dari awal terjadinya permasalahan karena banyak indikasi yang 
mengarah pada  kasus ini adalah perencanaan lebih dahulu merampas 
nyawa orang lain secara bersama sama. Hakim juga harusnya 
mempertimbangkan melihat bahwa pada awal mula permasalahan para 
tersangka dikarenakan adanya selisih paham antara suami korban dan 
lelaki RISAL Bin. DG SAHABU Alias ICCA bersama dengan lelaki RUSDI 
Alias DUDDING yang diawali pada hari selasa tanggal 13 juni 2014 pukul 
10.00 WITA  saat lelaki RUSDI Alias DUDDING bersama lelaki RISAL Bin. 
DG. SAHABU Alias ICCA berada di depan rumah kost lk. ABIDIN bersama 
istrinya (korban EKA INDRIANI) dan pada saat itu lelaki RUSDI Alias 
DUDDING bersama lelaki RISAL bin DG. SAHABU melihat lihat lk.ABIDIN 
suami korban dan pada saat itu suami korban turun dari kamar 
kontrakannya untuk mendatangi lelaki RUSDI Alias DUDDING bersama 
lelaki RISAL Bin DG. SAHABU alias ICCA sambil mengatakan kepada 
RUSDI Alias DUDDING “kenapa lihat lihat “ dan saat itu lek ABIDIN ingin 
memukuli lelaki RUSDI Alias DUDDING bersama lelaki RISAL bin DG. 
SAHABU Alias ICCA dan saat itu lelaki RUSDI Alias DUDDING bersama 
lelaki RISAL Bin. DG SAHABU Alias ICCA “Cuma mauki ku tahu karena 
baruki kulihat di kampong ini dan kemudian RUSDI Alias DUDDING 
bersama RISAL bin. DG SAHABU langsung pergi meninggalkan, serta 
ketika masalah pengancaman yang dilaporkan oleh korban EKA 
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INDRIANI di polsek tamalanrea, menurut suami korban lelaki ABIDIN 
bahwa pernah korban mengatakan” icca mengancam akan membunuh 
korban jika laporannya di polisi tidak dicabut” ancaman dari tersangka 
RISAL bin DG. SAHABU Alias ICCA dibuktikan karena pada hari senin 
tanggal 16 juni 2014, sekitar pukul 20.00 wita lelaki RISAL bin DG. 
SAHABU alias ICCA bersama 4 (orang ) tersangka lainnya mendatangi 
rumah kost korban dan melakukan pembunuhan terhadap pr EKA 
INDRIANI. Maka dapat di pertimbangkan oleh hakim bahwa ada ancaman 
sebelumnnya serta di buktikan pada akhirnya maka ada waktu dalam 
merencanakan pembunuhan melihat dari awal mulanya permasalahan 
sampai kejadian pembunuhan terjadi.  
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BAB V  
PENUTUP  
 
A. Kesimpulan 
1. Penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana dengan 
sengaja memberikan bantuan terhadap pembunuhan, nomor 
putusan 1584/Pid.B/2014/PN.MKS. 
Kurang tepat karena hakim tidak memenuhi tuntutan penuntut 
umum yang mana penuntut umum dalam tuntutannya menyatakan para 
terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak 
pidana pembunuhan secara berencana sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam pasal 340 KUHP .Jo. pasal 56 ke 1 KUHP. Dalam dakwaan 
kesatu primair dan  membantu melakukan  pembunuhan secara 
berencana dan  bersama sama sebagaiman diatur dan diancam pidana 
pada pasal 340 KUHP Jo.  Pasal 56 ke 2 KUHP. Dalam dakwaan kedua 
primair. 
2. Pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana dengan 
sengaja memberikan bantuan terhadap pembunuhan, nomor 
putusan 1584/Pid.B/2014/PN.MKS.  
Kurang tepat karena hakim hanya memutuskan kepada terdakwa 
melakukan tindak pidana dengan sengaja memberikan bantuan terhadap 
pembunuhan, seharusnya berdasarkan fakta fakta di persidangan hakim 
memutuskan tindak pidana membantu melakukan pembunuhan secara 
berencana dan bersama. 
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B. Saran  
Berdaasarkan dari kesimpulan diatas, maka penulis mengajukan 
saran sebagai berikut:  
1) Dalam peningkatan supremasi hukum, pihak kepolisian, 
kejaksaan, dan hakim sebaiknya lebih memahami tentang asa-
asas hukum pidana, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam 
penerapan hukum pidana materil. Kemudian dalam menentukan 
tindak pidana pembunuhan biasa atau tindak pidana 
pembunuhan berencana, Hakim harusnya melihat perencanaan 
pelaksanaan bukan modus operandinya.  
2) Majelis Hakim dalam memutus suatu harus lebih 
mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan dan unsur-unsur 
delik, juga Majelis Hakim turut mempertimbangkan berat-
ringannya pidana dengan mengacu pada keadaan-keadaan 
pribadi terdakwa yang melakukan tindak pidana, sehingga 
menimbulkan keyakinan hakim dalam menjatuhkan pidana;  
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